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ANALISIS ISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN
KULON PROGO DALAM MENINGKATKAN PENGENDALIAN
INTERNAL

Hani Listina', Zennul Mubarrok®

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian
pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kaben Kulon Progo dalam
meningkatkan pengendalian internal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi peran sistem informasi akuntansi penggajian, serta menganalisis
permasalahan rangkap tugas yang terjadi pada bendahara yang bertanggung jawab
sebagai pembuat daftar gaji sekaligus pengelolaannya. Permasalahan rangkap tugas
ini berpotensi mengganggu efektifitas pengendalian inglal yang scharusnya dapat
menjamin transparansi dan akurasi proses penggajian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokummalsi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian
diterapkan di instansi B‘sebut serta sejauh mana sistem tersebut mendukung
pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi
mmtansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo sudah
diterapkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan terkait
rangkap tugas yang dilakukan oleh bendahara menimbulkan risiko terhadap
terjadinya peny unaan wewenang serta ketidakakuratan dalam pengelolaan
data penggajian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan
pemisahan tugas dan peningkatan integrasi sistem informasi yang lebih baik untuk
mperkuat pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
sistem informasi akuntansi di instansi pemerintah, khususnya dalam upaya
meningkatkan pendalian internal untuk mencegah terjadinya kesalahan dan
penyalahgunaan dalam proses penggajian.

Kata Kunci: Sistem [nformasi Akuntansi Penggajian, Instansi Pemerintah,
Pengendalian Internal

FMahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
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ANALYSIS OF PAYROLL ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
AT THE GOVERNMENT AGENCY OF TRADE SERVICE OF
KULON PROGO REGENCY IN IMPROVING INTERNAL

Hani Listina', Zennul Mubarrok®

ABSTRACK

This study aims to analyze the payroll accounting information system at the Kulon
Progo Regency de Service Government Agency in improving internal control.
The main focus of this study is to evaluate the role of the payroll accounting
information system, as well as to analyze the problem of dual duties that occur in
the treasurer who sponsible for making the payroll list and managing it. This
dual task problem has the potential to disrupt the effectiveness of internajgapntrol
which should be able to guarantee transparency and accuracy of the payroll process.
This study uses a qualitative approach with a case study method carried out through
observation, interviews, and dcentaﬁrm. The data obtained were analyzed
descriptively to describe how the payroll accounting information system is
implemggrgpd in the agency and the extent to which the system supports internal
control. The results of the study indicate that the roll accounting information
system at the Kulon Progo Regency Trade Office has been implemented well, but
there are still some shortcomings related to the dual duties carried out by the
treasurer which pose a risk of abuse of authority and inaccuracy in managing
payroll data. Therefore, this study recommends that a separation of duties and an
increase in better integration of information systems be cae'ed out to strengthen
internal control at the Kulon Progo Regency Trade Office. This study is expected
to contribute to the development of accounting information systems in government
agencigr) especially in efforts to improve internal control to prevent errors and
abuse in the payroll process.

Keywords: Payroll Accounting Information System, Government Agencies,
Internal Control

1
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan sistem yang
efisien dan terintegrasi semakin meningkat. Instansi, baik pemerintah
maupun swasta, seringkali menghadapi tugas dan proses yang semakin
kompleks, seperti pengelolaan data yang besar, transaksi keuangan,
manajemen sumber daya manusia serta pengawasan yang lebih ketat.
Sistem yang terkomputerisasi memungkinkan instansi untuk mengelola
tugas-tugas iﬁsecara lebih efisien dan efektif. Tanpa adanya sistem yang
terorganisir, pekerjaan yang scharusnya dapat diselesaikan dalam waktu
singkat menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia.
Sistem memungkinkan otomatisasi berbagai proses, schingga waktu dan
sumber daya dapat digunakan secara lebih optimal. (Laudon & Laudon,
2020).

Keamanan dan akurasi data merupakan hal yang sangat penting
dalam setiap instansi, terutama yang berhubungan dengan data pribadi,
transaksi keuangan, atau informasi sensitif lainnya. Sistem komputerisasi
membantu mengurangi risiko kesalahan manusia serta memastikan bahwa
data yang disimpan tetap aman, terstruktur dengan baik, dan mudah
diakses sesuai kebutuhan. Dalam instansi publik atau layanan pelanggan,
kebutuhan untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif
sangat tinggi. Sistem yang baik memungkinkan pelayanan yang lebih
cepat dan meningkatkan kualitas layanan dengan mempermudah
komunikasi, mempercepat proses permintaan, serta memperjelas status
dari setiap proses yang berlangsung. (Ibrahim et al., 2020).

Sistem informasi yang baik menyediakan data yang akurat dan
terkini, yang sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan.
Dengan adanya sistem yang mendukung pemrosesan dan analisis data,

pimpinan instansi dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan
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berbasis data. Kebutuhan akan sistem yang baik dan tepat sangat penting
bagi instansi untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar,
efisien, dan produktif. Sistem ini tidak hanya mendukung kegiatan internal
tetapi juga memungkinkan instansi untuk memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat. (Ibrahim et al., 2020; Hugo Studio, 2020;
Unmaha, 2020).

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di berbagai
instansi pemerintahan sering menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di
antaranya meliputi kurangnya integrasi sistem, kesalahan input data,
keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan ketidakmampuan
sistem dalam mendeteksi atau mencegah kesalahan dan kecurangan. Hal
ini dapat mengakibatkan risiko yang cukup signifikan, seperti pembayaran
gaji yang tidak tepat, pengeluaran yang tidak sah, hingga pelanggaran
terhadap peraturan pemerintah. Instansi pemerintahan, sebagai salah satu

baga publik, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa
sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan mampu
mendukung pengendalian internal secara efektif. Pengendalian internal ini
mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap kebijakan yang
berlaku hingga pengawasan atas pengelolaan sumber daya yang efisien
dan bertanggung jawab. (Gunawan et al., 2024).

Sgbagai salah satu lembaga negara yang mempunyai perangkat
daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dibawah urusan
daerah dan memiliki tanggungjawab pada bupati melalui sekretaris daerah.
Membantu bupati dalam urusan administrasi yang berkaitan dengan
perdagangan dan perindustrian daerah serta memfasilitasi pelaksanaan
tanggung jawab daerah merupakan fungsi pokok Dinas Perdagangan.
Sebagai bagian dari mandatnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo bertanggung jawab atas berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
perdagangan, termasuk pembuatan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melaksanakan

praktik magang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo terdapat




adanya kendala atau masalah mengenai sistem informasi akuntansi

penggajian yaitu Terkait dengan peran sistem informasi akuntansi
ﬁnggajia.n yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman teori,
pemisahan antara fungsi pemrosesan penggajian (pembuatan daftar gaji)
dan pelaporan keuangan&mgsi keuangan) perlu dilakukan. Hal ini agar
sejalan dengan prinsip pengendalian internal dalam sistem informasi
akuntansi penggajian, yag didasarkan pada teori pengendalian internal
dan teori akuntabilitas. Fungsi pembuat daftar gaji dikerjakan oleh sub

ian perencanaan dan keuangan yaitu bendahara pengeluaran.
Pemisahan tugas (segregation of duties) merupakan salah satu prinsip
utama dalam sistem pengendalian intemmal yang bertujuan untuk
mengurangi rtisiko kesalahan maupun kecurangan. Prinsip ini
menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam proses transaksi,
seperti otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset, harus dipisahkan dan
dij alat&n oleh orang yang berbeda.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO, 2013), pemisahan fungsi ini megupakan komponen
penting dalam kerangka kerja pengendalian internal untuk memastikan
efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta
kepatuhan terl p peraturan yang berlaku. Dalam konteks instansi
pemerintahan, hal igijuga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa pengendalian intern
harus dirancang untuk memberikan k inan yang memadai atas
tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan
keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, apabila dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi
penggajian masih terdapat rangkap fungsi, seperti pembuatan dan
pembayaran gaji oleh orang yang sama, maka hal tersebut menjadi
indikator lemahnya penerapan pengendalian internal yang efektif dan

berisiko menimbulkan penyimpangan.




Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Hendrik
Gamaliel, Lifry Corry Ertavina, dan Hendrik Manossoh (2023). Penelitian
mereka mengungkapkan bahwasanya SIA penggajian pada BPN Sulawesi
Utara masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini mencakup prosedur
penggajian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori pengendalian
internal, khususnya terkait prinsip segregation of duties. Hal ini terlihat
dari masih dirangkapnya fungsi penyusunan dan pengelolaan pembayaran
gaji oleh unit kepegawaian, yang seharusnya dipisah guna menghindari
risiko kecurangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian intenal.

Penelitian Wahyuni (2024) unjukkan bahwa masih terdapat
beberapa permasalahan terkait SIA penggajian pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini mencakup pegawai yang tidak
menerima gaji tepat waktu karena penyampaian data yang tertunda, sistem
yang tidak memadai, catatan dan dokumen akuntansi yang tidak sesuai
teori, dan kurangnya pemisahan fungsi terkait. Oleh karena itu,
pengawasan diperlukan untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan
dalam penggajian. =

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian
sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi penggajian pada
lembaga sektor publik atau instansi dimana dari beberapa penelitian
terdahulu tersebut masih terdapat kendala sehingga belum efisien dan
efektifnya sistem informasi akuntansi penggajiannya. Permasalahan yang
masih sering terjadi diantaranya yaitu lemahnya pengawasan terhadap
pengendalian internal, seperti pengawasan terhadap fungsi pencatatan
waktu kehadiran, pencatatan kartu kehadiran, ketidakhadiran (atau
kesalahan dalam pencatatannya), penggunaan dokumen dan catatan
akuntansi yang tidak sesuai teori, seta fungsi-fungsi yang terkait masih
terjadi peranggkapan tugas. Schingga masih terdapat kelemahan pada
sistem informasi akuntansi penggajian.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pentingnya dilakukan

analisis terhadap sistem informasi akuntansi penggajian di instansi




pemerintah, khususnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
vang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari sistem yang diterapkan,
serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem informasi akuntansi
penggajian mampu berjalan lebih optimal, mendukung transparansi
keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keu;
negara. Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh tuntutan untuk
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), tel a untuk pengelolaan sumber daya manusia serta
keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi
penggajian yang efektif dapat memberikan dampak positif dalam
menciptakan efisiensi, meningkatkan pengendalian intemnal, serta
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penelitian ini bertujuan memberikan partisipasi bagi peningkatan
sistem informasi akuntansi penggajian yang lebih baik di instansi
pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus
menjadi referensi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan penggajjﬁdan keuangan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil temuan dari penelitian-
penelitian sebelumnya, peneliti bermaks% untuk mengkaji penerapan
sistem informasi akuntansi penggajian untuk mengetahui bagaimana
penerapan atau implementasi sistem informasi akuntansi penggajian
pegawai yang ditetapkan di Dinas Perdagangarﬁabupaten Kulon Progo
dalam meningkatkan pengendalian internal dengan judul penelitian
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam Meningkatkan

Pengendalian Internal.




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijeaskan, masalah utama
vang ada dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mendukung efektivitas

pengendalian internal?
48
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi
penggajian di Dinas Perdagangan Kabupate&l(ulon Progo.
2. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem informasi akuntansi
penggajian a meningkatkan pengendalian internal di Dinas

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a) Penelitian ini mampu memperbanyak_serta memperluas wawasan
penulis serta pembaca dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi
Penggajian. 5
b) Penelitian ini untuk referensi atau bahan landasan untuk peneliti

yang akan mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan

masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis
a) Evaluasi dan Perbaikan Sistem: memberikawasukan yang
bersifat konstruktif terhadap pelaksanaan sistem informasi
akuntansi penggajian yang telah diterapkan, sehingga instansi
dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kelemahan yang

ada.




3.

b) Penguatan Pengendalian Internal: membantu instansi dalam
mengidentifikasi aspek-aspek sistem penggajian yang belum
optimal dalam mendukung pengendalian internal, seperti
pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi, dan

dokumentasi.

faat Kebijakan
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan atau
evaluasi untuk pihak instansi pemerintah Dinas Perdagangan
Kabupat, ulon Progo dalam membuat kebijakan yang lebih baik
dalam sistem informasi akuntansi penggajian dalam upaya

meningkatkan pengendalian internal.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di intansi

pemerintah yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Ruang

Lingkup g ada pada permasalahan dan penelitian yang dilakukan

meliputi penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dalam

meningkatkan pengendalian internal yang ada di Dinas Perdagangan

Kabupaten Kulon Progo.




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. SistenanformasiAkuntansi
Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas untuk
mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data guna
menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan
keputusanaistern ini mencakup berbagai elemen, seperti sumber daya
manusia, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur
teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah

keamanan. (Romney & Steinbart, 2018).

omponen Sistem Informasi Akuntansi
Komponen sistem informasi akuntansi (Romney & Steinbart, 2018):
a) Orang yang menggunakan sistem
b) Prosedur dan insfrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan,
memproses dan menyimpan data

C

Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
d) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data

e

Insfrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat
Jjaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA
f) Pengendalianinternal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data

SIA

Fungsi Sistem Inl‘E'masi Akuntansi

Fungsiutama dari sistem informasi akuntansi menurut Romey adalah:

a) Mencatat dan Mengklasifikasikan Transaksi Keuangan: SIA mencatat
semua transaksi yang terjadi dalam  perusahaan  serta
mengklasifikasikannya sesuai dengan kategori yang relevan, seperti
pendapatan, biaya, aset, kewajiban, serta ekuitas.

b) Menyiapkan Laporan Keuangan: SIA membantu dalam menghasilkan




L

laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas
yang digunkn oleh manajemen dan pihak eksternal (seperti investor,
kreditor, dan pemerintah) untuk mengambil keputusan.

¢) Menyediakan Informasi untuk Pengambilan Keputusan: Sistem ini
menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajer dan pemangku
kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat mengenai
pengelolaan sumber daya perusahaan, perencanaan, dan pengendalian
keuangan.

d) Mengawasi dan Mengontrol Kinerja Keuangan: SIA membant lam

p=]

memonitor dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan
membandingkan hasil yang aktual dengan anggaran atau proyeksi yang
telah ditetapkan.

¢) Mendukung Kgpatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi:
Sistem ini juga memastikan bahwa pencatatan transaksi dan pelaporan
keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan
regulasi yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti pemerintah atau

lembaga profesi.

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Menurut Rom dan Steinbart (2018) dalam buku Accounting
Information Systems, sistem informasi akuntansi penggajian merupakan
bagian dari sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menangani
fungsi penggajian, &masuk pengumpulan data pegawai, penghitungan
gaji, pembayaran gaji, dan pelaporan yang diperlukan kepada pihak

internal maupun eksternal.

Sistem ini mencakup aktivitas seperti:

a) Pengumpulan Data Karyawan: Meliputi data pribadi, jabatan, absensi,
jam kerja, serta data kontrak kerja.

b) Penghitungan Gaji: Memproses data terkait untuk menghitung jumlah
gaji, tunjangan, potongan (pajak, asuransi), dan lainnya.

¢) Pembayar an Gaji: Melalui metode transfer bank, cek, atau tunai.




d) Pelaporan: Membuat laporan internal untuk manajemen dan laporan
eksternal seperti laporan pajak atau laporan ke instansi pemerintah.

12
Fungsi Sistem Informasi Akuntani Penggajian

Menurut Romney dan Steinbart (2018) fungsi utama sistem
informasi akuntansi penggajian yaitu mengelola seluruh aktivitas yang
berkaitan dengan penggajian karyawan secara efisien, akurat, dan sesuai
regulasi. Fun%istem informasi akuntansi penggajian menurut Romey
berfokus pada penye%an informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai
penggajian pegawai guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu
organisasi. Menurut Romey, sistem informasi akuntansi penggajian
memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

a

Pengumpulan Data: Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data
yang diperlukan untuk proses ﬁnggajian, seperti jam kerja karyawan,
absensi, tunjangan, potongan, dan informasi lainnya yang relevan.

b

=

Pemrosesan Data: Setelah data terkumpul, sistem ini berfungsi untuk
memproses datatersebut,&nghitung gaji pokok, tunjangan, pajak, dan
potongan lainnya, serta menghasilkan laporan gaji yang akurat dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C

Penyimpanan Data: Sistem ini juga berfungsi untuk menyimpan data
gaji karyawan dengan aman dan terstruktur, sehingga dapat diakses saat
diperlukan untuk keperluan audit, laporan keuangan, atau referensi di
masa depan.

d) Pengendalian Internal: Sistem informasi akuntansi penggajian juga

-

berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses

nggajian adalah valid dan akurat, serta untuk meminimalkan

kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam
penghitungan gaji.

e) Penyusunan Laporan Keuangan: Fungsi lainnya adalah menghasilkan

laporan keuangan yang berkaitan dengan penggajian, seperti laporan

biaya gaji, potongan pajak, dan tunjangan, yang digunakan oleh




manajemen untuk analisis dan pengambilan keputusan.

f) Dukungan Kepatuharmsistem informasi akuntansi penggajian juga
membantu organisasi untuk memastikan bahwa penggajian dilakukan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti peraturan perpajakan dan
ketenagakerjaan.

7
Fungsi Yang Bertugas Dalam SIA Penggajian

Mulyadi (2016) mengemukakan fungsi yang digunakan pada sistem
informasi akuntansi penggajian yakni:

a

Fungsi  Kepegawaian: bertugas merekrut pegaawai  baru,
mempekerjakan mereka, mengisi posisi yang terbuka, menentukan gaji
dan skala gaji, memberikan promosi serta memindahkan (mutasis)
egawai.
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b) Fungsi Pencatat Waktu: bertugas mengatur waktu dan kehadiran semua

-

pegawai. Dalam _sistem pengendalian internal yang baik, fungsi
pencatat waktu harus dilakukan secara terpisah dengan fungsi
penyusunan neraca.

1+

Fungsi Pembuat Daftar Gaji atau Upah: berfungsi menyiapkan
penggajian, mencakup semua pemotongan yang dilakukan dari
pendapatan kotor setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk periode
pembayaran. Fungsi penggajian bertanggung jawab untuk mentransfer
dana dari penggajian ke akuntansi untuk membayar gaji dan bonus pada
pegawai.

d

p=]

Fungsi Penggajian: fungsi akuntansi ini bertugas mencatat semua uang
yang perlu dibayarkan kepada pegawai, termasuk gaji, pajak, dan dana
pensiun.

e

Fungsi Keuangan: untuk mendistribusikan utang kepada pegawai yang

memenuhi syarat, utang tersebut dipotong dari gaji mereka.

Sistem penggajian mengandalkan dokumen yang akurat dan

diungkapkan sepenuhnya untuk mencegah penipuan.




Catataﬁkuntansi Yang Digunakan

Menurut Romney dan Steinbart (2018), catatan akuntansi dalam
sistem informasi akuntansi ﬁenggajian mengacu pada berbagai jenis
dokumentasi dan catatan yang digunakan untuk memproses dan
melaporkan transaksi keuangan yang terkait dengan penggajian pegawai.
Dalam konteks sistem informasi akuntansi penggajian, catatan akuntansi
memiliki peran penting dalam mendokumentasikan informasi yang terkait
dengan perhitungan gaji, potongan, tunjangan, dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh instansi. Catatanﬁuntansi penting untuk memastikan
akurasi dan transparansi dalam sistem informasi akuntansi penggajian,
serta untuk mematuhi peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan yang
berlaku.

Menurut Mulyadi (2016), dalam sistem informasi akuptansi
penggajian, terdapat beberapa catatan akuntansi yang digunakan untuk
mencatat dan memproses transaksi penggajian. Catatan tersebut berfungsi
untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan penggajian, mulai
dari proses perhitungan gaji, pembayaran, hingga pencatatan kewajiban
yang timbul akibat penggajian, seperti potongan pajak, iuran jaminan

sosial, dan kewajiban lainnya.

. Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Pentingnya penerapawtandar akuntansi dalam sektor publik
bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar
pengelolaan akuntansi pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Peraturan ini menetapkan pedoman mengenai bagaimana laporan
keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, disusun dan disajikan.
SAP mencakup prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam
pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam pencatatan kewajiban

penggajian, pengeluaran, serta aset yang dimiliki oleh entitas publik




(Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
169/PMK.05/2011 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah memberikan pedoman tambahan untuk pemerintah daerah dalam
menyusun laporan keuangan. Peraturan ini mengatur detail mengenai
prosedur dan formgt laporan keuangan yang harus diterapkan oleh
pemerintah daerah, untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang
ditetapkan dalam SAP. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan
pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan
transparan, khususnya dalam hal penggajian dan pengeluaran lainnya

(Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

Pengendalian Internal
Menurut Romney dan Steinbgrt (2018), pengendalian internal

(internal control) adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan
jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam hal
efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap
hukum serta peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dalam ki ks
sistem informasi akuntansi penggajian mencakup langkah-langkah untuk
memastikan bahwa seluruh transaksi penggajian dicatat dengan benar,
data pegawai terlindungi dengan baik, dan tidak terjadi manipulasi atau
penipuan dalam penghitungan serta pembayaran gaji. Pengendalian
internal ini bertujuan untuk:

a) Mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam proses
bisnis, termasuk pengelolaan penggajian, pencatatan transaksi, dan
penggunaan sumber daya.

b) jjamin akurasi dan keandalan laporan keuangan, sehingga
informasi yang disajikan dapat diandalkan untuk pengambilan
keputusan.

c

Melindungi aset dan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan atau

kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sah.




d) Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,
seperti peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi industri
lainnya.

Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Unsur pengendalian internal terkait penggajian pada instansi
pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proses penggajian
dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan
vang berlaku. Beberapa unsur pengendalian internal tersebut, lengkap
de: sitasi, antara lain:

a) Pemisahan Tugas (Segregation of Duties): Pemisahan tugas adalah
prinsip dasar dalam pengendalian internal yang bertujuan untuk
mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Misalnya, pemisahan antara yang melakukan perhitungan gaji, yang
menyetujui penggajian, dan_yang melakukan pembayaran. Hal ini
bertujuan agar memastikan tidak ada satu individu yang memiliki
kontrol penuh atas seluruh proses penggajian (Sihombing, 2018).

b

-

Otorisasi dan Persetujuan: Pengendalian internal yang baik mencakup
proses otorisasi dan persetuj yang tepat atas setiap transaksi
penggajian. Semua pengeluaran yang terkait dengan gaji harus disetujui
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan serta prosedur
yang ada, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak sah
(Gaspersz, 2016).

c

Verifikasi dan Rekonsiliasi: Proses verifikasi dan rekonsiliasi yang
dilakukan secara rutin sangat penting dalam pengendalian internal
penggajian. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam
penggajian akurat dan sesuai dengan data absensi, potongan, dan

tunjangan yang sah (Sumarwan, 2020).




d

e
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h

-

-

=

Dokumentasi yang Lengkap: Dokumentasi yang jelas dan lengkap
menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam pengendalian internal.
Semua dokumen terkait dengan penggajian, seperti daftar gaji, laporan
absensi, dan bukti pembayaran, harus terdokumentasi dengan baik dan
tersedia untuk pemeriksaan atau audit (Mulyadi, 2017).
Penggunaan Sistem Informasi Penggajian: Sistem informasi penggajian
yang terintegrasi dapat mengurangi risiko kesalahan manusia,
meningkatkan akurasi data, dan mempercepat ;ﬁses penggajian.
Sistem ini harus memiliki kontrol akses yang baik untuk memastikan
bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan
odifikasi data penggajian (Wahid, 2018).
Audit Internal: Audit internal merup: salah satu bentuk
pengendalian yang dapat mengevaluasi dan memastikan bahwa
prosedur penggajian dijalankan dengan benar dan sesuai peraturan.
Audit internal yang teratur membantu mendeteksi ketidaksesuaian dan
penyalahgunaan dalam pengelolaan penggajian (Widjaja, 2017).
Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Pegawai yang terlibat dalam
proses penggajian harus diberikan pelatihan yang cukup untuk
memahami sistem, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan
meningkatkan kualitas pengendalian internal dan meminimalkan
kesalahan dalam proses penggajian (Susanti, 2019).
Kepatuhan terhadap_Peraturan dan Kebijakan Pemerintah: Semua
proses penggajian harus mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, baik mengenai standar gaji, tunjangan, maupun
pemotongan yang sah. Kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi dasar
untuk memastikan integritas pengelolaan anggaran dan keuangan

negara (Yusuf, 2020).




B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang relevan terkait
permasalahan yang akan dihadapi karena dapat dibandingkan. Penelitian
penulis me: an upaya untuk membangun temuan dari penelitian
sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

dimasukkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:
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C. Kerangka Berpikir
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TUJUAN PENELITIAN
1.Untuk  mengetahui  bagaimana CEE EORE AL
penerapan Sistem Informasi Akuntansi 1.Sistem Informasi Akuntansi
Penggajian pada Dinas Perdagangan 2Sistem Informasi Akuntansi
Kabupaten Kulon P_mgn, . Penggajian
2Untuk memberikan rekomendasi 3.Akuntansi Pemerintahan dalam
perbaikan sistem informasi akuntansi Pengelolaan Keuangan Publik

i guna ingkatl 4.Pengendalian Internal
pengendalian internal di  Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
PERTANYAAN PENELITIAN
1.B P, Sistem I 1 Akuntansi P pada Dinas

£ 1

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?

i penggajian pada Dinas Perdagangan

2.B sistem i
Kabupaten Kulon Progo menduk efektivitas dalian internal?
METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian : Kualitatif
2. Pengumpulan Data : Observasi, VALIDITAS

Wawancara, Dokumentasi dan

Member Checking

3. Metode Analisis Data
Pengumpulan Data, Reduksi Data,
Penyajian Data dan Kesimpulan

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik

ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber: Kerangka Berpikir Desain Penelitian (Maxwell 2013)
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METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
kriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi
sistem informasi akuntansi yang diterapkan da]ﬂl pengelolaan penggajian
di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif untuk mengkaji tentang ecfektivitas dan efisiensi
istem penggajian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini tes uk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif yang
bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai penerapan
sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo, mengidentifikasi berbagai isu yang ada, serta memberikan
rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan- temuan yang diperoleh.
Sugiyono (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai
pendekatan pengumpulan data yang menekankan makna melalui
penggunaan triangulasi (kombinasi) pada objek dunia nyata. Salah satu
definisi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian ini menggunakan
bahasa alami éan struktur kalimat untuk menjelaskan suatu fenomena.
Fokus pada penelitian ini adalah pada sistem informasi akuntansi
penggajian yang diterapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
Adapun aspek yang akan dianalisis mencakup:
1. Proses pengolahan data penggajian .
2. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak dalam  pengelolaan
penggajian.
3. Keamanan dan integritas data dalam sistem.
4. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem
informasi penggajian.

5. Efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan penggajian.
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B. Subjek Penelitian
Menurut Sugiyono (2018), subjek penelitian kualitatif adalah
individu, kelompok, atau komunitas yang terlibat langsung atau relevan
dengan fenomena yang diteliti. Subjek dipilih secara sengaja (purposive
sampling) berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan data
atau informasi yang mendalam dan kaya makna tentang fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, subjek tidak dipilih secara acak, melainkan

berdasarkan tujuan penelitian untuk memahami fenomena tertentu melalui

perspektif, pengalaman, dan interpretasi mereka.

Subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Bendahara Pengeluaram Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
sebagai pihak yang mengelola dan menangani penggajian.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo yang terlibat langsung dalam proses penggajian yaitu pada
Kepala Bagian Sub Perencanaan dan Keuangan.

3. Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon

Progo yang juga terlibat langsung dalam proses penggajian.

Subjek-subjek tersebut dipilih karena mereka memiliki peran
penting dalam proses penggajian dan sistem informasi akuntansi di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Mereka memiliki pengetahuan
mendalam mengenai sistem penggajian yang digunakan dan dapat
memberikan wawasan mengenai isu-isu yang ada dalam implementasi

sistem tersebut.
C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo, sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk
mengelola dan melaksanakan berbagai tugas administratif terkait
penggajian pegawai di instansi tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan
pada pentingnya peran Dinas Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

dalam mengelola data dan informasi keuangan terkait penggajian.




25

Penelitian ini dilakukan di JI. Ki Josuto, Area Sawah, Kecamatan Wates,

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan lokasi Dinas Perdagangan

Kabupaten Kulon Progo pada bulan Desember tahun 2024.

D. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawacara

Mengumpulkan informasi untuk suatu penelitian melalui
serangkaian tanya jawab dalam pertemuan tatap muka dikenal dengan
istilah wawancara (Sugiyono, 2018). Implementasi sistem informasi
akuntansi penggajian terhadap Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo menjadi fokus penelitian ini, yang menggunakan metodologi ini
untuk mendapatkan rincian yang tepat. Metode ini digunakan peneliti
untuk memastikan bahwa wawancara mencakup seluruh poin yang
direncanakan dengan hanya memberikan petunjuk yang luas mengenai
proses dan isi wawancara. Dalam wawancara langsung, struktur
wawancara dan urutan pertanyaan diubah berdasarkan situasi responden.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi-
terstruktur dengan bantuan panduan wawancara sebagai acuan. Peneliti
merumuskan pertanyaan-pertanyaan selama wawancara, yang kemudian
ditanyakan kepada informan mengikuti tanggapan informan, schingga
wawancara berlangsung secara interaktif. Wawancara direkam untuk
memverifikasi informasi yang dikumpulkan. Wawancara dilakukan
dengan pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan
penggajian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi
mengenai proses, tantangan, serta kelebihan dan kekurangan sistem

vang ada.

Observasi

Pengobservasian memiliki keunikan jika dibandingkan dengan
metode pengumpulan data lainnya (Sugiyono, 2018). Observasi juga
tidak terbatas terhadap satu narasumbewetapi juga objek yang lain.

Peneliti akan melakukan observasi yaitu pengamatan secara langsung
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terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan
pengendalian  intemal untuk mendapatkan hal-hal, perilaku,

perkembangan, dan yang lainnya.

Dokumentasi

Pengumpulan data melalui analisis berbagai dokumen, baik
dokumen tertulis, elektronik, maupun gambar, dikenal dengan istilah
dokumentasi (Sugiyono, 2018). Dokumentasi berperan penting dalam
penelitian ini karena menyediakan data yang objektif dan mendetail
mengenai sistem yang sedang dianalisis. Dengan memanfaatkan
berbagai dokumen yang relevan, peneliti dapat menggali informasi lebih
dalam mengenai pelaksanaan penggajian, tantangan yang ada, dan

bagaimana sistem tersebut dapat diperbaiki atau disempurnakan.
57

E. Kriteria Keabsahan Data

1.

Triangulasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi
unruk memeriksa keakuratan informasi atau memeriksa keandalan
informasi. Menurut Sugiyono (2018) metode triangulasi merupakan
teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengolahan
data dan sumber yang ada. Dengan menggunakan berbagai metode dan
sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi data,
peneliti dapat meningkatkan keyakinan terhadap temuan data ketika

nggunakan triangulasi untuk mengumpulkan informasi.

a) Triangulasi Sumber: untuk menguji kredibilitas suatu data dan
dilakukan dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, serta dokumen
lainnya. (Sugiyono, 2018)

b) Triangulasi Teknik: merupakan suatu metode untuk menentukan
pengecekan data metode penelitian dan memperoleh kesimpulan

yang diperlukan dari sumber yang berbeda tetapi teknik sama
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(Sugiyono, 2018). Eadapenelitian ini, uji kredibilitas data dilakukan
dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah
pengumpulan data (melalui wawancara, dokumentasi, atau
observasi), peneliti melakukan triangulasi sumber dengan
melakukan hal-hal seperti:
1) Membandingkan data informan yang dikumpulkan dari observasi
dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain.
2) Evaluasi data wawancara dari dua sumber berbeda.
3) Memeriksa kembali dokumentasi yang dikumpulkan dengan data
wawancara.
Kemudian peneliti akan melakukan triangulasi teknik dengan cara
membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi yang

kemudian dilakukan pengecekan kembali saat wawancara.

43
. Member Checking

Member checking dilakukan dengan cara meminta partisipan
untuk meninjau kembali hasil wawancara serta interpretasi yang telah
dibuat oleh peneliti. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa
interpretasi data sesuai dengan maksud dan pengalaman partisipan
(Creswell & Miller, 2000). Proses member checking dalam penelitian
ini melibatkan langkah-langkah berikut:

a

=4

Peneliti menyusun ringkasan hasil wawancara dan temuan awal.
b) Ringkasan tersebut dikirimkan kepada partisipan untuk ditinjau.

C

=

Partisipan memberikan umpan balik terkait akurasi dan kelengkapan
interpretasi.

d

Peneliti merevisi temuan berdasarkan umpan balik yang diterima.

Dengan penerapan member checking, data yang dihasilkan
diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena telah

divalidasi oleh sumber informasi utama, yaitu partisipan penelitian.
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a
F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah

penghimpunan data selesai, menurut Sugiyono (2018). Anali&terhadap

tanggapan yang diperoleh akan dilakukan peneliti pada saat wawancara.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan terus mengajukan

pertanyaan hingga mencapai titik tertentu jika jawabannya kurang

memuaskan. Prosedur yang diperlukan untuk analisis data menurut

Sugiyono (2018) yaitu:

1.

Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif seringkali menggunakan triangulasi metode,

termasuk pada wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Pada

tahap ini, peneliti mencatat dengan cermat segala sesuatu yang diamati

dan didengarnya serta melakukan penjelajahan mendalam terkait situasi

sosial atau objek penelitian secara garis besar. Sehingga peneliti

mendapatkan data yang banyak serta beragam.

Reduksi Data

Setelah mengumpulkan catatan lapangan, peneliti perlu merumuskan

pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian,
udian menyusun rangkuman catatan lapangan secara sistematis

untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan

pengecekan ulang jika diperlukan data tambahan.

Penyajian Data

Menyajikan informasi yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan

merupakan tujuan penyajian data. Teks naratif yang menjelaskan topik

vang dibahas dalam penelitian berfungsi sebagai penyajian data dalam

penelitian ini.

Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan atau mengkonfirmasi informasi merupakan

langkah terakhir pada analisis data. Bukti yang berkaitan secara

menyeluruh dengan masalah penelitian dan disajikan secara metodis

akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Temuan awal ini dapat
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direvisi setelah pengumpulan data lebih lanjut jika tidak ditemukan bukti
vang lebih kuat. Peneliti melakukan peninjauan kembali ke lapangan
untuk mencari data yang lebih banyak, sehingga kesimpulannya akan

ih akurat dan memiliki bukti yang valid serta konsisten untuk

mendukung data tersebut.




BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Dinas Perdagangan abupaten Kulon Progo
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
melaksanakan urusan pemerintahan di bidapg perdagangan. Tujuan
utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pengembangan sektor perdagangan % industri yang berdaya saing dan
berkelanjutan. Dinas ini bertanggung jawab atas perencanaawlaksanaan,
dan pengawasan program di bidang perdagangan, termasuk pemberdayaan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan
pasar tradisional.

Fungsi Utama:

1. Pengembangan Perdagangan: Membina pelaku usaha, mengelola
pasar, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

2. Pengendalian dan Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap
distribusi barang, perlindungan konsumen, dan pemantauan harga
kebutuhan pokok.

Visi dan Misi:

1. Visi: Mewujudkan perdagangan dan yang maju, berdaya saing, dan
mendukung perekonomian daerah.

2. Misi: Mendorong pemberdayaan eckonomi masyarakat melalui
perdagangan berbasis kearifan lokal.

Program Prioritas:

1. Pengembangan pasar tradisional.

Digitalisasi layanan perdagangan.

Peningkatan daya saing UMKM dan IKM.

Rl S

Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku perdagangan.

30
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Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Dacrah adalah sebagai

berikut:

BUPATI

SEKRETARIS DAERAH
(SEKDA)

1)

DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KULON PROGO

I
i . '

KEPALA DINAS SEKRETARIA DINAS KABID PERDAGANGAN

V—%

SUB BAG KEPEGAWATAN SUB BAG PERENCANAAN
DAN UMUM DAN KEUANGAN

\_E

BEND.
PENGELUARAN

PEMBUAT DAFTAR GAJT

v

PENGESAHAN
KEPALA DINAS

'

PENCAIRAN DAN
PEMBAYARAN GAJI

Gambar 4. 1 Struktur Penggajian Dinas Perdagangan
Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
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Plt Kepala Dinas : Ir. Bambang Tri Budi Harsono, MM

Sekretariat Dinas : Rhoedy Goenoeng P, Sos
Ka Sub Perencanaan : Endang Sri Darwati, S.E, MM

dan Keuangan




Ka Sub Kepegawaian

dan Umum

Kabid Usaha

Perdagangan

Kabid Sarana

Perdagangan

Bendahara

Pengeluaran

B. Proses Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tumirah Rahayu, S.IP

Endang Zulwaty, S.E, MM

Sri Rahayu, S.IP, MM

Kristianita Berliantina, A.Md., Akt

Tabel 4. 1 Data Partisipan Wawancara
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Nama Jabatan / Tanggal Durasi Kode
Posisi Wawancara Wawancara

Endang Sri Kepala Bagian Selasa, 21 09.18 — 09.35 A
Darwati, S.E, Perencanaan Januari 2025 WIB
MM dan Keuangan

(17 menit)
Tumirah Kepala Bagian Senin, 13 13.22-13.41 B
Rahayu, S.IP Kepegawaian Januari 2025 W

dan Umum

(19 menit)
Kristianitasari Bendahara Rabu, 18 10.07 -10.31 P
Berliantita, Pengeluaran Desember 2024 WIB
A.Md., Akt

(24 menit)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan

semi-terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam dan relevan

terkait analisis sistem informasi

akuntansi penggajian di Dinas

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Wawancara dilakukan secara

tatap muka dengan narasumber utama, yaitu Bendahara Pengeluaran,
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2,
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Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum, menggunakan panduan pertanyaan yang telah
disusun berdasarkan kerangka teori penggajian dan pengendalian
internal. Pertanyaan diarahkan untuk memahami alur kerja sistem
penggajian, mekanisme pengelolaan data kepegawaian, proses verifikasi
keuangan, serta penerapan prosedur pengendalian internal dalam sistem
tersebut. Selama wawancara, peneliti juga mendokumentasikan
tanggapan narasumber melalui pencatatan dan perekaman (dengan izin
sebelumnya) untuk memastikan akurasi data. Hasil wawancara ini
kemudian dianalisi tuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan
peluang perbaikan dalam sistem informasi akuntansi penggajian yang

ada.

Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati
langsung proses operasional pengelolaan penggajian yang melibatkan
berbagai bagian terkait, seperti keuangan, kepegawaian, dan bendahara
pengeluaran. Observasi ini mencakup pemantauan penggunaan
perangkat lunak atau sistem informasi yang digunakan untuk
penggajian, alur kerja penghitungan gaji mulai dari input data pegawai
hingga distribusi gaji, serta pelaksanaan prosedur pengendalian internal,
seperti verifikasi data dan otorisasi pembayaran. Selain itu, peneliti juga
memperhatikan potensi kelemahan atau risiko dalam proses penggajian,
termasuk kendala teknis yang mungkin terjadi dalam sistem. Hasil
observasi ipi dicatat secara detail untuk mendukung analisis terkait
efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian dalanweningkatkan

pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

Dokumentasi =
Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan

untuk mendukung penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi
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kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan penggajian, laporan
keuangan yang memuat data pengeluaran gaji, struktur organisasi yang
menjelaskan alur tanggung jawab, serta dokumen pendukung seperti slip
gaji, daftar kehadiran, dan rekapan penggajian. Proses dokumentasi ini
mencakup pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data untuk
mengidentifikasi kesesuaian antara implementasi sistem informasi
akuntansi penggajian dengan prinsip penge%ian internal. Selain itu,
dokumen digunakan untuk memvalidasi informasi yang diperoleh
melalui wa ara dan observasi, memastikan bahwa analisis yang
dilakukan didasarkan pada data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

C. Uji eabsahan Data
1. Triangulasi

Dalam penelitian jni, triangulasi digunakan untuk memastikan
keabsahan dan valid'ﬂas data dengan cara membandingkan informasi
yang diperoleh dari tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Dengan triangulasi, data dari narasumber
(Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan,
dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum) yang diperoleh melalui
wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi proses sistem
penggajian serta dokumen-dokumen pendukuj seperti laporan
keuangan dan bukti penggajian. Pendekatan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem
informasi akuntansi penggajian dan mengevaluasi efektivitasnya dalam

meningkatkan pengendalian internal.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan untuk
memastikan keabsahan data yang dikumpulkan dari berbagai
narasumber terkait analisis sistem informasi akuntansi penggajian

di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan
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pengendalian internal. Data diperoleh dari tiga narasumber utama,
vaitu Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan, dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, yang
masing-masing memiliki peran dan perspektif berbeda dalam sistem
penggajian. Informasi yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran
mengenai proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan penggajian
dibandingkan dengan data dari Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan terkait kebijakan keuangan dan pengendalian internal.
Selain itu, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum memberikan
informasi tentang pengelolaan data kepegawaian yang mendasari
penghitungan gaji. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan
data dari ketiga sumber ini, peneliti dapat memastikan konsistensi
dan keakuratan informasi schingga menghasilkan analisis yang

komprehensif dan valid.

Informan Z
Informan Y 1Y i
- i 'Di Dinas Perdagangan Kulon
Sistem informasi akuntansi 5 3 B
- di i 2 Progo, sistem informasi
(SRR GrEiatan Saa akuntansi penggajian sudah

ini menggunakan aplikasi yaitu

SIPD Rl dari Kemendagri'(P4) pakai sistem digital aplikasi

namanya SIPD RI" (B3)

Gambar 4.2 Bagan Triangulasi Sumber

Sumber: Olahan Peneliti

Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik digunakan untuk meningkatkan validitas
dan reliabilitas data dalam analisis sistem informasi akuntansi
ggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Metode
1ni dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan data
yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informasi dari narasumber (Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian
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Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Bagian Kepegawaian dan

Umum) yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi dengan data

hasil observasi langsung terhadap proses penggajian, serta didukung

oleh dokumen terkait seperti laporan keuangan dan slip gaji.

Triangulasi teknik ini memastikan hasil penelitian lebih akurat,

objektif, dan dapat menggambarkan kondisi pengendalian internal

secara menyeluruh.

Obsevasi

mengamati langsung proses
operasional pengelolaan
= 1

tatap muka dengan
narasumber yaitu Kepala
Bagian Perencanaan dan
Keuangan, Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum
dan Bendahara

"Saat ini, sistem akuntansi
3 x

P p
pemantauan penggunaan SIPD RI yaitu aplikasi
pgrangkal 1unak atm sistem; untuk pengelolaan
fc k yang k pemerintah
digunakan untuk penggajian daerah." (A4)

Dokumentasi

« Kebyakan dan prosedur
( Peraturan Bupati Kulon
Progo No. 81/2023)

« Data pengeluaran gaji

+ Slip gaji

+ Rekapan penggajian

+ Kebijakan terkait
pengendalian internal
( Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008,
sistem pengendalian
intemal/SPIP )

T

I

]

!

I Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Gambar 4. 3 Bagan Triangulasi Teknik

2. Member Checking

Sumber: Olahan Peneliti

Member checking digunakan untuk memastikan keabsahan data

vang diperoleh dalam penelitian analisis sistem informasi akuntansi

penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Proses ini

dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara, observasi,

dan analisis dokumen kepada narasumber, yaitu Bendahara Pengeluaran,

Kepala Bagian Perencanaan dan

angan, dan Kepala Bagian

Kepegawaian dan Umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

interpretasi

peneliti

terhadap data

sesuai

dengan pengalaman,

pandangan, dan fakta yang disampaikan oleh narasumber. Dengan
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member checking, keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian dapat
ditingkatkan, schingga mampu memberikan gambaran yang valid

mengenai pengendalian internal yang diterapkan.

SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA

Gambar 4. 4 Member Checking

D. alisis Data Hasil Penelitian
1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data untuk analisis sistem informasi akuntansi
penggajian di Dinas Perdaga Kabupaten Kulon Progo dilakukan
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan Bendahara Pengeluaran, Kepala Bagian
Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Bagian Kepegawaian dan
Umum untuk memahami alur penggajian, penerapan sistem, dan

pengendalian internal. Observasi dilakukan untuk melihat langsung
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implementasi sistem informasi penggajian, mulai dari proses input data
hingga distribusi gaji, serta mengidentifikasi potensi risiko atau
kelemahan dalam sistem. Dokumentasi mencakup pengumpulan data
berupa dokumen penggajian, laporan keuangan, slip gaji, dan data
pegawai untuk mendukung validitas analisis. Kombinasi ketiga metode
ini menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam untuk
mengevaluasi efektivitas sistem dalam mendukung pengendalian

internal.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dalam analisis sistem informasi akuntansi
penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon ngo&ilakukan
dengan menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang
relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini
mencakup pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti alur
sistem penggajian, mekanisme pengendalian internal, dan potensi risiko.
Informasi yang tidak relevan dieliminasi untuk memastikan hanya data
vang signifikan yang digunakan dalam analisis. Dengan reduksi data,
peneliti dapat lebih fokus dalam mengidentifikasi kelemahan sistem,
mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, dan menyusun

rekomendasi yang tepat.

Penyajian Data (Data Display)

Data display dalam analisis sistem informasi akuntansi
penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dilakukan
dengan menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk tabel.
Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami
alur sistem penggajian, hubungan antar komponen, serta identifikasi
kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Dengan tampilan data
yang terorganisir, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis,
sehingga pﬁneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat mengenai

efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian dalam mendukung




pengendalian internal.
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Tabel 4. 2 Data Display
Kategori Deskripsi Temuan / Kutipan Utama Kode
Implikasi Terhadap
Pengendalian
Internal

Sistem yang SIPD RI digunakan | “Sistem informasi P4
Digunakan = untuk mengelola data | akuntansi penggajian A4
Sistem penggajian  pegawai | yang digunakan saat B3
Informasi dan laporan keuangan | ini menggunakan
Penggajian terkait gaji. aplikasi yaitu SIPD
menggunakan / SIPD RI dapat | Rl dari Kemendagri”
$AD RI mempermudah (P4)
(Sistem . pengelolaan data dan “Saat ini, sistem
Informasi pelaporan, namun | oo I
Pemerintahan perlu dipastikan axunianst penggayan

menggunakan SIPD
Daerah pengelolaan yang | oo it
Republik terintegrasi antara | yailu semacam

= : - aplikasi untuk
Indonesia) sistem ini  dengan Lol
bagian terkait. pengclolaan
keuangan

pemerintah  daerah,
termasuk dalam hal
penggajian
pegawai.” (A4)

“Di Dinas
Perdagangan

Kabupaten Kulon|
Progo, sistem]
informasi  akuntansi
penggajian sudah)
pakai sistem digital
aplikasi namanya

SIPD RL” (B3)
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Sistem
Penggajian dan
Kontrol

Sistem penggajian
yang ada sudah
berbasis komputer,
tetapi masih  ada

pekerjaan manual yang
dilakukan oleh
bendahara.

“Hampir semua
proses sudah
otomatis. Tapi untuk
verifikasi akhir tetap

dilakukan secara
manual untuk
memastikan  tidak

ada kesalahan data
sebelum pembayaran
dilakukan.” (P15)

“Beberapa  bagian
masih membutuhkan
proses manual,
terutama  verifikasi
data pegawai yang
dimasukkan ke
dalam sistem. Selain
itu, penyusunan
laporan penggajian
akhir juga
memerlukan
pemeriksaan manual
untuk  memastikan
semuanya sesuai
dengan aturan yang
berlaku.” (A10)

“Sudah otomatis,|
tetapi ada  proses
manual di tahap akhin
yaitu pengecekan
ulang oleh

bagian kepegawaian
sebelum gaji
ditransfer ke
rekening  pegawai
untuk  memastikan
bahwa data yang di
input sudah benar
sebelum  gaji  di
transfer.”

(B10)

P15
AlO
B10
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Rangkap Tugas
oleh Bendahara
= Bendahara
memiliki tugas
ganda yaitu
membuat dan
mengelola data
penAggajian.

Bendahara
bertanggung  jawab
tidak hanya untuk
proses pembayaran
gaji,  tetapi  juga
pembuatan dan
verifikasi data gaji. /
Terjadinya potensi
konflik  kepentingan
dan kurangnya
pemisahan fungsi,
yang bisa menurunkan
pengendalian  internal
dan meningkatkan
risiko kesalahan atau
penyalahgunaan.

“Pemisahan  tugas
memang sangat
penting dalam proses
penggajian untuk
menjaga akurasi dan
integritas  data. Di
Dinas ini tugasnya
dibagi menjadi
beberapa tahap dan
dikelola oleh bagian
yang berbeda juga.

Tetapi untuk
pembuatan  daftar
gaji dan yang
mengelola itu masih
saya juga yang
handle jadi belum

terpisah.” (P17)

“Memang benar
bahwa di  Dinas
Perdagangan  Kulon|
Progo, tugas;

bendahara mencakup
dua aspek yang cukup
penting dalam proses
penggajian, yaitul
membuat daftar gaji
dan mengelola
penggajian itu sendiri.
Namun, meskipun ada
rangkap tugas, kami
tetap berusaha untuk
menjaga
prinsip pemisahan|
tugas dan pengendalian
internal yang baik.”
(A12)

“Pemisahan  tugas
memang penting
dalam pengendalian
internal untuk
mencegah kesalahan
dan

penyalahgunaan.

Namun, di Dinas

P17
Al2
B15
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karena kami
mengalami
keterbatasan SDM

ya mbak, schingga
ada rangkap tugas

pada proses

penggajian.

Bendahara, selain

mengelola

keuangan juga

berperan dalam

penyusunan

daftar gaji.” (B15)
Pengendalian Proses  pengendalian | “Hampir semua | P15
Internal = internal masih | proses sudah | Al0
Pengendalian bergantung pada | otomatis. Tapi untuk

internal pada
sistem
penggajian
melibatkan
pengecekan oleh
beberapa pihak

verifikasi manual oleh
bendahara dan kepala

keuangan. / Proses
pengendalian internal
masih kurang efektif,
karena terjadinya
rangkap tugas yang
mengurangi
independensi
verifikasi.

verifikasi akhir tetap

dilakukan secara
manual untuk
memastikan  tidak
ada kesalahan data

sebelum pembayaran
dilakukan.” (P15)

“Ada bagian masih
membutuhkan

proses manual,
terutama verifikasi
data pegawai yang

dimasukkan ke
dalam

sistem. Selain itu,
penyusunan

laporan penggajian
akhir juga
memerlukan
pemeriksaan
manual
memastikan
semuanya
dengan
aturan yang berlaku.”
(A10)

untuk

sesuai
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Rekomendasi =
Pemisahan tugas
antara
pembuatan data
penggajian dan
pengelolaannya.

Meningkatkan

pengendalian  internal
dengan  memberikan
peran lebih kepada
bagian keuangan atau
sistem otomatis yang

terintegrasi. /
Memisahkan  fungsi
antara pembuatan dan
pengelolaan
penggajian, serta
meningkatkan
penggunaan teknologi
untuk mendukung
pengendalian  internal
yang lebih baik.

“Ya, untuk
mengurangi potensi
risiko, kami
memprioritaskan
transparansi  dalam
setiap tahap. Setiap
dokumen penggajian
yang saya buat,
selalu diperiksa oleh
bagian lain, dan saya
pastikan semua
potongan Adan
tunjangan sesuai
dengan  ketentuan
yang berlaku.

Selain itu, kami juga
terus berusaha untuk

memperbaiki

koordinasi antar
bagian agar lebih
lancar dan
mengurangi  beban
pekerjaan yang

berlebihan di
pihak.” (P18)

satu

“Kami mengurangi
dampak dari
Ehekap tugas ini
dengan cara
melakukan
evaluasi rutin, baik
itu secara internal
maupun cksternal.
Selain itu, kami
juga
memperkenalkan
sistem pencatatan
yang lebih
transparan dan
audit internal
berkala untuk
memastikan semua
proses dilakukan.”
(A15)

“Untuk mengurangi

P18
AlS
B15
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risiko dari kondisi

ini, kami
menerapkan
verifikasi  bertahap.
Jadi setelah
bendahara menyusun
daftar gaji,
dokumennya

diverifikasi oleh saya
selaku kepala bagian
kepegawaian dan
kepala dinas sebelum
disahkan untuk
pembayaran.” (B15)

4. Kesimpulan (Verification) -

Teknik analisis data kesimpulan yang digunakan dalam analisis
sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo bertujuan mengevaluasi efektivitas serta
efisiensi sistem dalam mendukung pengendalian internal. Teknik ini
melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dari
berbagai sumber, seperti dokumen penggajian, kebijakan internal, serta
wawancara dengan pengguna sistem. Hasil analisis digunakan untuk
mengidentifikasi kelemahan dalam proses penggajian, mengevaluasi
kepatuhan terhadap regulasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan,
schingga sistem penggajian dapat berkontribusi secara optimal dalam
meningkatkan pengendalian internal dan meminimalkan risiko
kesalahan atau kecurangan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil
pengolahan data dengan langkah-langkah berikut:

a) Evaluasi Efektivitas SIPD
Analisis dilakukan untuk menilai apakah penggunaan SIPD dalam
proses penggajian sudah efektif dalam mendukung pengendalian
internal.

b) Identifikasi Dampak Rangkap Tugas
Peneliti mengevaluasi dampak rangkap tugas yang dilakukan oleh

bendahara pengeluaran terhadap efisiensi dan akurasi pengelolaan
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gaji.

¢) Rekomendasi untuk Perbaikan
Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan rekomendasi untuk
memperbaiki pengelolaan penggajian, baik dari segi sistem
maupun pembagian tugas untuk meningkatkan pengendalian

internal.

E. Deskripsi Data
Dari hasil observasi, wawancara, seiga dokumentasi, peneliti
memperoleh beberapa informasi terkait dengan penerapan sistem informasi
akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam
meningkatkan pengendalian internal.
1. Pelaksanaan Program Penggajian
a) Sistem yang Digunakan dalam Program Penggajian

Tabel 4. 3 Sistem Dalam Program Penggajian

Wawancara Analisis

“Sistem informasi akuntansi | Sistem  informasi  akuntansi
penggajian yang digunakan saat ini | yang digunakan di Dinas
menggunakan aplikasi yaitu SIPD RI | Perdagangan Kabupaten Kulon
dari Kemendagri.” (P4) Progo yaitu menggunakan
“Saat ini,  sistem akuntansi sistem berbasis komputer yaitu
penggajian menggunakan SIPD RI | Sistem Informasi Pengelolaan
yaitu  aplikasi  untuk pengelolaan | Dacrah Republik Indonasia
keuangan pemerintah daerah.” (A4) | (SIPD RI).

“Di Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo, sistem informasi
akuntansi penggajian sudah pakai
sistem  digital aplikasi namanya
SIPD RL." (B3)

Berdasarkan hasil analisis diatas, pelaksanaan program
penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan
dengan menggunakan \ﬁssite khusus (sistem) dari kementrian dalam
negeri yaitu SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik
Indonesia). SIPD RI adalah platform berbasis teknologi informasi yang
dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola

anggaran, keuangan, dan administrasi pemerintahan secara lebih




47

transparan dan efisien. SIPD ini digunakan untuk mendukung proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan

daerah,

pemerintah daerah.

serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

b) Komponen dalam Sistem Penggajian

Tabel 4. 4 Komponen Dalam Program Penggajian

Wawancara

Analisis

“Kompenen yang digunakan ada
data  karyawan sebagai  dasar
mencakup nama, jabatan, NIP, status
kepegawaian (pegawai tetap,
kontrak, atau honorer), dan riwayat
eaji mereka. Data ini kami perbarui
secara rutin. Lalu@ta absensi. Serta
ada struktur gaji, yang meliputi gaji
pokok, tunjangan-tunjangan seperti
twmjangan jabatan, transportasi, dan
keluarga, serta potongan seperti
pajak PPh 21, iuran BPJS, dan
cicilan pinjaman, jika ada.” (P5)

“Komponen  utama ada data
pegawai, tunjangan, potongan, gaji
pokok. Data pegawai yang sudah di
input menjadi dasar penghitungan
gaji pokok, tunjangan, dan potongan.
Hasil perhitungan kemudian
dirangkum dalam slip gaji dan
laporan penggajian.” (A7)

“Komponennya ada gaji pokok,
wmnjangan jabatan, tunjangan kerja,
wnjangan  fungsional, tunjangan
tranpostasi, tunjangan  keluarga,
potongan gaji (iuran pensiun, BPJS
kesehatan, BPJS ketenagakerjaan,
serta potongan lainnya  seperti
cicilan koperasi). Selain itu, ada juga
komponen tambahan pegawai seperti
honorarium untuk proyek tertentu
atau kegiatan khusus.” (B4)

Komponen yang digunakan
untuk program penggajian di
Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo yaitu
mengandalkan integrasi data
karyawan, absensi, dan
struktur gaji untuk
memastikan perhitungan yang
akurat. Data karyawan menjadi
dasar utama, absensi
memengaruhi variabel seperti
jam lembur dan izin, sementara
struktur gaji mencakup
komponen tetap, tunjangan,
dan potongan, yang semuanya
diperbarui secara rutin untuk
menjaga akurasi dan
transparansi.

Berdasarkan hasil analisis diatas, komponen yang digunakan

dalam program penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
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Progo yaitu data karyawan menjadi elemen dasar yang mencakup
informasi personal, jabatan, dan status kepegawaian, yang diperbarui
secara rutin untuk menjaga akurasi. Selain itu, data absensi menjadi
faktor penting yang memengaruhi perhitungan gaji melalui kehadiran,
jam lembur, dan izin. Struktur gaji mencakup elemen utama seperti gaji
pokok, berbagai tunjangan, serta potongan seperti pajak, iuran BPJS, dan

cicilan. Kombinasi komponen ini menciptakan sistem penggajian secara

transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Penggajian

a) Alur Proses Penggajian

Tabel 4. 5 Alur Proses Penggajian

Sistem. Setelah data terkumpul, data
di input ke aplikasi SIPD RI
Selanjutnya, karena perhitungannya
otomatis, aplikasi sudah otomatis
menghitung gaji yang diterima oleh
setiap pegawai. Lalu di tahap akhir
itu tahap verifikasi dan validasi data.
Kalau ada yang tidak sesuai, datanya
diperbaiki dulu sebelum diajukan
untuk  persetujuan. Kemudian
selanjutnya  itu persetujuan
pembayaran.  Setelah  disetujui,
pembayaran  gaji sudah  secara
otomatis melalui transfer bank dan
yang  terakhir yaitu  pembuatan
laporan penggajian.” (P10)

“Proses penggajian ada beberapa
tahapan dimulai dari pengumpulan
data kepegawaian. Setelah itu di
input ke sistem dan diverifikasi nanti
sistem sudah otomatis menghitung
gaji. Hasil perhitungannya  dicek
bagian umum dan kepegawaian
dipastikan _tidak ada kesalahan.

Wawancara Analisis
“Proses  penggajian di  Dinas | Proses penggajian di Dinas
Perdagangan  Kabupaten — Kulon | Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo  yaitu pengumpulan data | Progo mencerminkan
pegawai kemudian Input Data ke | penerapan pengendalian

internal yang baik, dengan
tahapan terstruktur mulai dari
pengumpulan hingga verifikasi
data dalam sistem SIPD RI

Pemanfaatan teknologi

otomatis meningkatkan
efisiensi dan transparansi,
meski tetap membutuhkan
ketelitian pada tahap awal
penginputan untuk
meminimalkan risiko
kesalahan.
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Setelah semua data diproses, laporan
gaji akan diajukan kepada Kepala
Dinas untuk persetujuan. Jika ada
koreksi, laporan tersebut  akan
dikembalikan ke bagian
kepegawaian dan  umum  unfuk
diperbaiki. Setelah disetujui, data
gaji dikirimkan ke bagian keuangan
untuk pengajuan pencairan dana dan
gaji  dibayarkan  langsung ke
rekening pegawai melalui transfer
bank.” (B7)

Berdasarkan hasil analisis diatas, Proses penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan penerapan sistem
pengendalian internal yang terstruktur dengan baik. Tahapan mulai dari
pengumpulan data, verifikasi, hingga penginputan ke dalam sistem
SIPD Rl mencerminkan upaya untuk memastikan keakuratan dan
keandalan data. Penggunaan sistem informasi akuntansi penggajian
secara otomatis menghitung gaji menunjukkan pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan manual.
Verifikasi oleh bagian umum dan kepegawaian, serta persetujuan dari
Kepala Dinas, menjadi bentuk pemisahan tugas yang efektif untuk
mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Pengiriman data ke
bagian keuangan dan pembayaran langsung ke rekening pegawai
melalui transfer bank menambah lapisan transparansi dalam proses
penggajian. Namun, mekanisme ini masih bergantung pada akurasi input
awal, sehingga penting untuk memastikan ketelitian dalam tahapan awal

pengumpulan data.

b) Pihak yang Terlibat dalam Proses Penggajian
Tabel 4. 6 Pihak Yang Terlibat Program Penggajian

Wawancara Analisis

“Yang  terlibat  dalam  proses | Pihak yang terlibat dalam
penggajian di Dinas Perdagangan | proses penggajian pada Dinas
Kabupaten Kulon Progo ini yaitu | Perdagangan Kabupaten Kulon
ada sava selaku bendahara, ka sub | Progo  bagian kepegawaian,
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bagian perencanaan dan keuangan, | bagian  perencanaan  dan

bagian kepegawaian, lalu sekretaris, | keuangan, bendahara
kemudian yang terakhir kepala dinas | pengeluaran, sekretaris, serta
perdagangan  kabupaten  fkulon | kepala dinas, untuk
progo.” (P11) memastikan  akurasi  dan

“Proses penggdyn melibatkan | kepatuhan administrasi.
bendahara, saya (kepala sub bagian
perencanaan  dan  keuangan),
bagian kepegawaian dan umum,
sekdin dan kepala dinas.” (A8)

Pihak yang terlibat dalam proses
f@rggajian  bagian  kepegawaian,
bagian perencanaan dan keuangan,
bendahara sekretaris, kepala dinas.”
(B%)

Berdasarkan hasil analisis diatas, pihak yang terlibat dalam
program penggajian H}inas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
di beberapa pejabat terkait. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab
sebagai pelaksana teknis utama dalam pencatatan dan pengelolaan gaji,
sementara Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berperan
dalam memastikan kesesuaian proses penggajian dengan perencanaan
anggaran serta kebijakan keuangan yang berlaku. Bagian Kepegawaian
dan Umum sebagai penyedia data terkait penggajian dan pengecekan
ulang atau verifikasi. Sekretaris, memberikan supervisi administratif
untuk memastikan koordinasi lintas unit berjalan dengan baik,
sedangkan Kepala Dinas sebagai penanggung jawab tertinggi yang
mengawasi keseluruhan proses penggajian. Struktur ini mencerminkan
pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja untuk menjamin

kelancaran, akurasi, dan akuntabilitas di lingkungan dinas.

¢) Otomatisasi dalam Proses Penggajian

Tabel 4. 7 Otomatisasi Dalam Program Penggajian

Wawancara Analisis
“Semua sudah menerapkan | Dinas Perdagangan
otomatisasi  dalam sistem Kabupaten Kulon Progo telah
penggajian. Proses nya _mencakup | mengintegrasikan  otomatisasi
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beberapa tahap, ada perhitungan
gaji pokok, tunjangan, dan potongan
olomatis berdasarkan data
kehadiran pegawai.” (P12)

“Betul, data kehadiran pegawai juga
sudah otomatis menggunakan face
id. Data absensi langsung terhubung
dengan sistem penggajian untuk
menghitung  gaji  bersih  setiap
pegawai.” (P13)

“Pajak penghasilan, potongan BPJS,
dan kewajiban lain juga sudah
dihitung  otomatis. Sistem  akan
menarik data penghasilan bulanan,
menghitung pajak sesuai ketentuan,
dan memotong langsung sebelum
gaji ditransfer ke rekening pegawai.”
(P14)

“Hampir semua proses utama sudah
otomatis. Tapi untuk verifikasi akhir
tetap dilakukan secara manual oleh
untuk  memastikan  tidak  ada
kesalahan data sebelum pembayaran
dilakukan.” (P15)

“Sudah otomatis, tetapi ada proses
manual di  tahap akhir yaitu
pengecekan ulang oleh bagian
kepegawaian sebelum gaji ditransfer
ke  rekening  pegawai  unituk
memastikan bahwa data yvang di
input sudah benar sebelum gaji di
transfer.” (B10)

“Perhitungan gaji pegawai. Setelah
data pegawai, golongan, jabatan,
dan tunjangan dimasukkan ke dalam
sistem, gaji mereka akan dihitung
otomatis oleh sistem. Jadi, kami
tidak perlu lagi menghitung secara
manual.” (A9)

“Beberapa  bagian masih
membutuhkan proses mantial,
terutama verifikasi data pegawai
yang dimasukkan ke dalam sistem.
Selain itu, penyusunan laporan
penggajian akhir juga memerlukan
pemeriksaan manual unituk

dalam sistem penggajian untuk
meningkatkan efisiensi dan
akurasi, meskipun  masih
memerlukan pengecekan
manual untuk memastikan
kesesuaian dengan ketentuan.
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memastikan semuanya sesuai dengan
aturan yang berlaku.” (A10)

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo telah berhasil mengintegrasikan otomatisasi dalam sistem
penggajian mereka, yang mencerminkan langkah signifikan menuju
efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun,
meskipun proses otomatisasi ini telah diterapkan, masih terdapat tahapan
pengecekan secara manual yang dilakukan untuk memastikan
keakuratan data dan kesesuaian pembayaran dengan ketentuan yang
berlaku. Langkah manual ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam
pengelolaan  keuangan, tetapi juga menandakan perlunya
penyempurnaan lebih lanjut agar sistem dapat berjalan sepenuhnya
otomatis tanpa mengurangi tingkat keandalan.

Hal ini mengindikasikan bahwa meski teknologi telah diterapkan,
faktor manusia tetap memegang peran penting dalam menjamin kualitas
proses. Sistem otomatisasi ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek
penghitungan, mulai dari gaji pokok hingga tunjangan yang diberikan
kepada pegawai. Selain itu, proses otomatis ini juga memperhitungkan
potongan-potongan tertentu yang dihitung secara akurat berdasarkan
data kehadiran pegawai yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini,
kemungkinan terjadinya kesalahan manual dapat diminimalkan,
sementara transparansi dan akurasi dalam penggajian dapat lebih

terjamin, memberikan manfaat baik bagi instansi maupun pegawainya.

. Aspek Pengendalian Internal
a) Prosedur untuk Memastikan Keakuratan Data dalam Sistem
Penggajian
Tabel 4. 8 Prosedur Untuk Keakuratan Data

Wawancara Analisis

“Ada beberapa  prosedur yang | Upaya untuk  memastikan
diterapkan untuk memastikan data | keakuratan data dalam sistem
dalam sistem penggajian akurat. | penggajian dilakukan melalui
Pertama ada validasi data pegawai. | prosedur pengelolaan data yang
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Kedua yaitu dengan dokumentasi
dan verifikasi dokumen pendukung.
Selanjutnya melakukan pemeriksaan
manual. Yang ketiga, setiap bulan
atau  triwulan, kami melakukan
rekonsiliasi antara data sistem
penggajian dengan laporan absensi.
Dinas juga secara rutin diaudit oleh

inspektorat  daerah. Kami juga
memiliki mekanisme audit internal
untuk  mengevaluasi  keakuratan
data” (P16)

terstruktur. Hal ini mencakup
verifikasi awal data pegawai,
pembaruan data secara berkala,
dan pelibatan bagian
kepegawaian dan umum sebagai
pihak yang bertanggung jawab.
Pendekatan ini mencerminkan
pentingnya  validitas  data
secbagai dasar penggajian yang
akurat dan keandalan  sistem
dalam mendukung manajemen
kepegawaian.

“Untuk memastikan keakuratan data
dalam sistem penggajian, kami
menerapkan beberapa prosedur yang
cukup ketat dengan verifikasi data
pegawai. Setiap data pegawai,
seperti golongan, jabatan, masa
kerja, dan  tunjangan,  harus
diperiksa dengan teliti.” (All)

“Untuk  memastikan  keakuratan
data, kami menerapkan beberapa
prosedur utama, yaitu verifikasi data
pegawai, pemutakhiran data secara
betahap, penerapan sistem otomasi,
pemeriksaan  ulang dan  audit
internal. " (B13)

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dalam rangka memastikan

keakuratan data dalam sistem penggajian, Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo menerapkan serangkaian prosedur penting yang
dirancang untuk menjaga integritas dan keandalan data yang digunakan.
Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa data awal,
termasuk data terkait identitas pegawai, jabatan, dan gaji pokok,
dimasukkan dengan benar ke dalam sistem. Proses ini melibatkan
pengecekan dan verifikasi yang cermat oleh bagian kepegawaian dan
umum untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau ketidaksesuaian
data. Selain itu, pembaruan data secara berkala dilakukan untuk
mencerminkan perubahan status pegawai, seperti promosi jabatan,

perubahan gaji pokok, atau status kepegawaian lainnya, guna menjaga
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agar sistem selalu mencerminkan kondisi terkini. Dengan menerapkan
langkah-langkah ini, sistem penggajj tidak hanya mendukung

keakuratan perhitungan gaji, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap

kebijakan internal dan peraturan yang berlaku.

b) Pemisahan Tugas dalam Proses Penggajian

Tabel 4. 9 Pemisahan Tugas Dalam Proses Penggajian

Wawancara

Analisis

“Pemisahan tugas memang sangat
penting dalam proses penggajian
agar menjaga akurasi dan integritas
data. Di Dinas ini tugasnva dibagi
menjadi beberapa tahap dan dikelola
oleh bagian yang berbeda juga.
Tetapi untuk pembuatan dafiar gaji
dan yang mengelola itu masih saya

Juga yang  handle jadi belum
terpisah. Meskipun demikian
prosesnya  tetap sesuai  dengan
prinsip  pengendalian  internal.”
(P17)

“Memang benar bahwa disini tugas
mbak  tata  selaku  bendahara

pengeluaran membuat daftar gaji
dan juga mengelola gaji, sehingga
terjadi rangkap tugas.” (A12)

“Pemisahan tugas memang penting
dalam pengendalian internal untuk
mencegah kesalahan dan

penvalahgunaan. Namun, di Dinas
karena kami mengalami keterbatasan

SDM  ya mbak, sehingga ada
rangkap  fugas  pada  proses
penggajian.  Bendahara,  selain

mengelola keuangan juga berperan
dalam penyusunan daftar gaji. Untuk
mengurangi risiko dari kondisi ini,
kami menerapkan verifikasi
bertahap. Jadi setelah bendahara
menyusun dafiar gaji, dokumennya
diverifikasi oleh bagian kepegawaian
dan kepala dinas sebelum disahkan
untuk pembayaran.” (B15)

Pemisahan tugas dalam proses
penggajian dianggap penting
untuk menjaga akurasi dan
integritas data, namun
implementasinya di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo belum  sepenuhnya
optimal. Meskipun tugas telah
dibagi menjadi beberapa tahap,
pembuatan daftar gaji yang
masih dikelola oleh satu pihak

menunjukkan adanya
kekurangan dalam pemisahan
tugas yang seharusnya

dilakukan. Hal ini berpotensi
meningkatkan risiko kesalahan

atau penyalahgunaan data,
meskipun prinsip
pengendalian internal masih

diterapkan. Pemisahan tugas
yang lebih tegas diperlukan

untuk  memperkuat  sistem
pengendalian  internal dan
mengurangi  potensi  risiko
yang ada.
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Berdasarkan hasil analisis diatas, meskipun pemisahan tugas
adalah prinsip penting untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan,
kondisi sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan adanya
rangkap tugas dalam proses penggajian di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo. Namun, untuk mengatasi kendala tersebut,
dinas ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap integritas dan
pengendalian internal dengan menerapkan sistem verifikasi bertahap.
Pendekatan ini memungkinkan setiap langkah dalam proses penggajian
dapat diawasi dan dikontrol dengan cermat, schingga mengurangi
kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Melalui langkah

tegis ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo tidak hanya
memastikan bahwa proses penggajian berjalan sesuai prosedur yang
ditetapkan, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan pegawai
terhadap keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya
manusia. Upaya ini mencerminkan keseriusan dinas dalam menjaga

kualitas sistem yang diterapkan meskipun menghadapi berbagai

keterbatasan yang ada.

¢) Langkah untuk Mendeteksi Kecurangan dalam Sistem Penggajian

Tabel 4. 10 Langkah Mendeteksi Kecurangan

Wawancara

Analisis

“Untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan it ada  semacam
password dan username sehfigga
sistem aksesnya ketal. Ini untuk
memastikan  hanya  pihak  yang
berwenang dapat mengakses data

| pEERgajian. " (P20)

“Setiap pengguna memiliki hak
akses yang sesuai dengan tugasnya.
Misalnya,  bagian  kepegawaian

hanya bisa mengelola data pegawai,
sedangkan bagian keuangan
menangani perhitungan gaji tanpa
dapat  mengubah data  personal.
Selain itu, autentikasi dua faktor
Juga diterapkan untuk tingkat akses

Langkah yang digunakan di
Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo untuk mendeteksi

kecurangan  dalam  sistem
penggajian  yaitu  dengan
mengutamakan keamanan dan
integritas data melalui

pembagian hak akses yang
terstruktur  dan  penerapan
autentikasi dua faktor pada
akses sensitif.
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vang lebih sensitif. " (P21)

“Jadi, bagian kepegawaian hanya
dapal  mengakses data personal
pegawai dan melakukan pembaruan
informasi seperti kenaikan panghkat
atau perubahan tunjangan.
Sementara itu, bagaian keuangan
memiliki akses untuk melakukan
penghitungan gaji, potongan, dan
tunjangan, tetapi  tidak  dapat
mengubah data personal pegawai.
Untuk kepala bagian keuangan, dia
memiliki akses untuk memverifikasi
dan menyetujui penghitungan gaji
sebelum  pembayaran  dilakukan.
Selain itu, akses ke sistem bagian IT
hanya terbatas pada pemeliharaan
teknis tanpa dapat mengubah data
penggajian.”’ (P22)

“Dalam upava mencegah dan
mendeteksi kecurangan, wntik
mengakses  sistem  menggunakan
akun jadi harus pakai kata sandi, ini
untuk memastikan akses hanya
diberikan  kepada  pihak  yang
berwenang, sehingga keamanan data
penggajian tetap terjaga.” (Al6)

Berdasarkan hasil analisis diatas, Dalam sistem pengelolaan
penggajian yang diterapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo, pembagian hak akses berdasarkan tugas dan tanggung
jawab masing-masing pengguna menjadi salah satu langkah penting
untuk menjaga keamanan dan integritas data. Setiap pengguna diberikan
hak akses terbatas sesuai dengan perannya, sehingga bagian
kepegawaian, misalnya, hanya memiliki wewenang untuk mengelola
data pegawai yang mencakup informasi personal, jabatan, dan riwayat
kerja, tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan pada aspek
keuangan seperti perhitungan gaji. Sebaliknya, bagian keuangan
bertanggung jawab untuk menghitung gaji berdasarkan data yang

diterima dari kepegawaian, tanpa hak untuk memodifikasi data personal
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pegawai. Untuk lebih meningkatkan keamanan, sistem ini juga
menerapkan autentikasi dua faktor (two-factor authentication) khusus
pada tingkat akses yang dianggap sen% seperti otorisasi pembayaran
atau pengelolaan data rahasia, guna memastikan bahwa hanya pihak
berwenang yang dapat mengakses informasi atau fitur tersebut,

sekaligus mengurangi risiko kebocoran data atau akses tidak sah.

F. Pembahasan
1. Pelaksanaan Program Penggajian

Pemberian gaji merupakan pembayaran yang diberikan kepada
pegawai atas hasil kerja yang telah mercka lakukan untuk instansi.
Dalam pelaksaan sistem penggajian Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo dikelola oleh bagian perencanaan dan keuangan yaitu
bendahara keuangan. Bendahara keuangan bertugas melaksanakan
pengelolaan sistem akuntansi penggajian. Pengelo%n penggajian di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan
menggunakan sis informasi akuntansi berbasis komputer, sesuai
dengan peraturan dari pemerintah daerah maupun Kementerian Dalam
Negeri mengenai sistem informasi akuntansi untuk pemerintah daerah
yang diterapkan di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Sistem penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo menerapkan pembayaran gaji bulanan, di mana pﬁawai
menerima gaji tetap setiap awal bulan, tepatnya pada tanggal 1. Dalam
pengelolaan sistem informasi akuntansi penggajian, Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo menggunakan sistem berbasis kgmputer, yaitu
SIPD, yang sesuai dengan ketentua.hUndang-Undang No. 23 Tahun
2014. Undang-undang ini mengatur bahwa perencanaan pembangunan
daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD sendiri adalah
sistem informasi yang mendukung penyediaan data dan informasi terkait

pembangunan daerah, serta memfasilitasi penyusunan perencanaan,
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pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secarg glektronik yang
dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) merupakan
platform yang dirancang untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk sistem
penggajian pegawai. Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo,
penggajian dilakukan dengan memanfaatkan modul keuangan SIPD,
yang mengintegrasikan berbagai data mulai dari kepegawaian,

perhitungan gaji, hingga pelaporan keuangan.

Pengelolaan ini mencakup tahapan utama:

a) Input Data Kepegawaian: Melibatkan pengisian informasi personal,
jabatan, golongan, dan status pegawai.

b) Perhitungan Gaji: Sistem menghitung gaji berdasarkan data yang
telah dimasukkan, termasuk tunjangan, potongan pajak, dan iuran
lainnya.

¢) Validasi dan Verifikasi: Melalui proses berjenjang, data diverifikasi
oleh tim terkait untuk memastikan akurasi.

d) Pembayaran dan Pelaporan: Gaji ditransfer secara elektronik ke

rekening pegawai, diikuti dengan pembuatan laporan keuangan.

Proses Penggajian

Proses penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan bagian
kepegawaian dan bagian keuangan untuk memastikan akurasi dan
efisiensi. Bagian kepegawaian bertugas mengelola data dasar pegawai,
termasuk informasi jabatan, gaji pokok, tunjangan, serta memantau
kehadiran melalui sistem absensi berbasis fingerprint. Data yang telah
diverifikasi kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk
dilakukan penghitungan gaji. Pada tahap ini, bendahara pengelaran
menghitung komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, dan potongan,

dengan bantuan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
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Pemerintah Daerah (SIPD). Proses penggajian di Dinas Perdagangan

Kabupaten Kulon Progo melibatkan tahapan-tahapan berikut:

a)

b)

<)

d)

€)

Pengumpulan Data Pegawai: Data pegawai diperbarui dan dikelola
oleh bagian kepegawaian. Informasi yang dikumpulkan meliputi
data personal, jabatan, golongan, status kepegawaian, serta absensi
bulanan. Data ini menjadi dasar untuk perhitungan gaji.
Perhitungan Gaji: Bagian keuangan menghitung gaji berdasar&n
data yang telah disediakan. Proses ini mencakup penghitungan gaji
pokok, tunjangan, dan potongan seperti pajak penghasilan (PPh 21),
mran BPJS, serta potongan lain sesuai kebijakan.

Validasi dan Verifikasi Data: Sebelum pembayaran dilakukan, data
gaji diverifikasi secara berjenjang oleh tim terkait untuk memastikan
akurasi dan meminimalkan kesalahan. Proses ini melibatkan
koordinasi antara bagian kepegawaian, keuangan, dan kepala dinas.
Otorisasi Pembayaran: Setelah proses validasi selesai, data disetujui
oleh pejabat yang berwenang untuk dilanjutkan ke tahap
pembayaran.

Pembayaran Gaji: Gaji pegawai ditransfer langsung ke rekening
masing-masing melalui sistem perbankan. Bukti transfer disimpan
sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Keuangan: Setelah proses pembayaran selesai,
bagian keuangan membuat laporan yang mencakup rincian
pembayaran gaji dan potongan-potongan yang diterapkan. Laporan

ini digunakan untuk evaluasi dan pelaporan kepada pihak terkait.
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Gambar 4. 5 Alur Pengolahan Gaji Dinas Perdagangan
Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

a) Proses pertama yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
adalah mengunggah data gaji pegawai melalui aplikasi SIPD RI

(Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia).

SIPD
-
Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
lik Indio
Redsw [ L3

Gambar 4. 6 Tampilan Aplikasi SIPD RI
Sumber: Dinas Perdagangan Kulon Progo

b) Selanjutnya  bendahara  membuat Surat Permintaan

Pembayaran (SPP).
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 079/1.5/3,30.3.31.2.22.02.0000/11,/2023

SPP LANGSUNG (LS)
Kode
SKPD Dinas Perdagangan ( 30602 )
Unit Kecja  Dinas Perdagangan (3.06.02.00)
Alamat < J1. Ki Josuto, Wates
No. DPA-SKPD/DPPA-
SKPD/DPAL-SKPD :3.06.3.06.02.02.01.5.2
Tanggal : 2 November 2023
Tahun Anggamn 2023
Bulan : Desember
Urusan Pemerintsh : Urusan Pilihan Perdagangan ( 306 )
Nama Program Administras: Keuangen Perangkat Daerah (2 )
Nama Kegiatan : Penyediazn Gaji dan Tunjangan ASN (0 )
Jumlah Pembayaran Yang Diminta “Rp. 245955.166,00

{ Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam

Puluh Enam Rupich )

Untuk Keperluan Gaji ASN Dinas Perdsgangan
Bulan Desember Tahua 2023

Alamat - IL Ki Josuto, Wates

No. Rekening Bank 2003111000191

Nama Bank BANK BFD DIY

Gambar 4. 7 Surat Permintaan Pembayaran
Sumber: Dinas Perdagangan Kulon Progo

¢) Langkah berikutnya adalah verifikasi terhadap SPP. Pada tahap
ini, PPK (Pejabat Penata Usaha Keuangan) akan melakukan
verifikasi. Setelah diverg(asi SPM sudah otomatis terbentuk.

d) Selanjutnya adalah pembuatan SPM (Surat Perintah
Membayar), yang kemudian diserahkan kepada Bendahara
Umum Daerah (BUD).
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SURAT PERMINTAAN MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 0063/SPM/LS/3.30.02.0000/X11:2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAHKABUPATEN KULON PROGO

SKPD : DINAS PERDACANCAN KABUPATEN KULON PROCO
Pembenahan Pada Rekening

Kode Rekening | Traian Tumbb
33.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

510101010001 | Belaza Gaji Pokok NS 185.863.100.00
510101020001 | Belawa Tunjangan Keluarga PNS 15975.958.00
510101030001 | Belamja Tumangan Jabatan RS 3505.000,00
510101030001 | Belazya Tumjangan Fungsional PNS 9340.000,00
510101050001 | Belama Tumjangan Fungsional Umum PNS 5305.000,00
S101.01.060001 | Belaya Tuxjangan Beras PXS TL.152680,00
S101.01.07.0001 | Belaa Tunjangan Pply Tunjangan Khusus PNS 251.050,00
51.01.01.08.0001 | Belaja Pebulatan Gaji PNS 237600

TJumlah T4EFEE166,00

{ Dua Raus Ewpar Puluh Lima Juza Sembilan Rarus Lima Puiuh Lima Ribu Serazus Enam Pulah
Enam Rupiah )

Gambar 4. 8 Surat Permintaan Membayar
Sumber: Dinas Perdagangan Kulon Progo

e) Membuat SPTJM (Surat Pernyataan éanggung Jawab Mutlak)
SPM (Surat Printah Membayar) atau surat pernyataan
tanggungjawab mutlak perintah membayar.

f) Memverivikasi kelengkapan dan keabsahan SPP (Surat Permintaan

Pembayaran).

Pembagian hak akses juga diterapkan secara ketat, di mana
bagian kepegawaian hanya dapat mengelola data personal pegawai,
sementara bagian keuangan menangani penghitungan gaji tanpa
dapat mengubah data pegawai. Meski sistem ini cukup terstruktur,
tantangan masih ditemukan, seperti beban kerja yang belum merata,
khususnya dalam pembuatan daftar gaji yang masih dikerjakan oleh
satu individu, serta perlunya pelatihan untuk meningkatkan

pemahaman pegawai terhadap SIPD. Dengan perbaikan pada aspek
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distribusi tugas, pelatihan pengguna, dan optimalisasi sistem,
proses penggajian di dinas ini diharapkan dapat berjalan lebih

efektif dan transparan.

3. Aspek Pengendalian Internal
Pemisahan tugas adalah salah satu aspek kunci pengendalian
internal di instansi pemerintah, termasuk dinas-dinas daerah, untuk
memastikan akurasi, integritas, dan transparansi dalam operasional.

Prinsip ini membagi tanggung jawab kritis, seperti otorisasi,

pelaksanaan, dan pencatatan transaksi, di antara individu atau unit yang

berbeda.

Penerapan pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah

diatyr dalam beberapa regulasi dan pedoman, antara lain:

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan
bahwa sistem pengendalian intern harus mencakup lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Salah satu prinsip utamanya adalah
pemisahan tugas, yaitu pemisahan antara fungsi otorisasi,
pencatatan, dan penyimpanan untuk mencegah adanya konflik
kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (Pemerintah Republik

donesia, 2008).

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan daftar gaji
merupakan tanggung jawab Subbagian Keuangan, sedangkan
pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Hal ini
mencerminkan implementasi prinsip pemisahan fungsi sebagai
bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah daerah
(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

c) Romney dan Steinbart (2018) menjelaskan bahwa pemisahan tugas
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(segregation of duties) adalah salah satu prinsip utama dalam sistem
pengendalian internal. Mereka menyebutkan bahwa fungsi otorisasi,
pencatatan, dan pengendalian fisik atas aset tidak boleh dilakukan
oleh satu individu atau unit kerja yang sama, karena akan membuka
peluang terjadinya kecurangan (fraud) dan kesalahan yang tidak

terdeteksi (Romney & Steinbart, 2018).

Tugas pembuatan daftar gaji seharusnya terpisah dari tugas
pengelolaan pembayarannya pada tingkat dinas. Namun, karena
keterbatasan sumber daya manusia, pada Dinas Perdagangan Kabupaten
Kulon Progo masih terdapat keterbatasan dalam pemisahan tugas.
Meskipun demikian, upaya mitigasi yang dilakukan yaitu melalui proses
verifikasi berlapis mencerminkan kesadaran organisasi terhadap risiko
yang mungkin fimbul. Dengan mengajukan dokumen gaji untuk
diperiksa oleh kepala sub bagian perencanaan dan keuangan serta
koordinasi dengan bagian kepegawaian dan umum. Langkah ini menjadi
bentuk kontrol tambahan vyang dapat mengurangi kemungkinan
terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan data. Selain itu, proses ini
menunjukkan adanya kolaborasi antarbagian untuk menjaga keakuratan
dan relevansi data yang digunakan, seperti data pegawai dan informasi
terkait tunjangan atau potongan. Pendekatan ini memberikan gambaran
bahwa meskipun ada keterbatasan dalam struktur pembagian tugas,
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo tetap berkomitmen untuk
menjaga kualitas dan transparansi proses penggajian. Ke depan, langkah
seperti peningkatan jumlah sumber daya manusia atau optimalisasi
sistem teknologi informasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung
penerapan pemisahan tugas yang lebih baik, sehingga risiko operasional

dapat diminimalkan.

Efektivitas Sistem Penggajian
Sistem penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon

Progo dirancang untuk mendukung transparansi, akurasi, dan efisiensi




65

dalam pengelolaan gaji pegawai. Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) telah membantu menyederhanakan proses
penggajian melalui integrasi data kepegawaian dan keuangan, sehingga
mengurangi risiko kesalahan manual. Pembagian tugas yang jelas antara
bagian kepegawaian dan bagian keuangan juga memperkuat kontrol
internal, di mana masing-masing pihak memiliki hak akses terbatas yang
sesuai dengan tanggung jawabnya. Namun, tantangan seperti kurangnya
distribusi beban kerja yang merata, kebutuhan pelatihan teknis terhadap
SIPD, serta komunikasi lintas bagian yang perlu ditingkatkan, masih
menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas sistem secara
keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki aspek-aspek ini,
seperti memperluas pembagian tugas, meningkatkap pelatihan, dan
memanfaatkan teknologi yang lebih ramah pengguna, diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi sistem penggajian serta memberikan manfaat

yang lebih besar bagi pegawai dan organisasi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi

akuntansi penggaj ian pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan

Kabupatgn Kulon Progo, khususnya dalam meningkatkan pengendalian

internal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan

beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pengendalian internal

dan efektivitas pengelolaan pengajian. Temuan-temuan tersebut dapat

dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo telah berfungsi dengan cukup
baik dalam mendukung pengelolaan data gaji pegawai. Namun,
penggunaan sistem yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan
seluruh proses penggajian, mulai dari pembuatan daftar gaji hingga
pembayaran. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal
kecepatan pemrosesan data dan ketepatan informasi yang dihasilkan
serta servernya yang lambat sehingga berdampak pada efisiensi

operasional.

. Proses Penggajian

Proses penggajian yang diterapkan di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo masih mengandalkan bendahara
pengeluaran yang merangkap tugas dalam pembuatan dan
pengelolaan daftar gaji. Hal ini mengakibatkan rentannya kesalahan
dan ketidaktepatan dalam perhitungan gaji, serta memperbesar
kemungkinan terjadinya fraud atau penyalahgunaan wewenang.
Idealnya, pembuatan dan pengelolaan daftar gaji harus melibatkan
lebih dari satu pihak untuk meminimalisir risiko kesalahan dan

meningkatkan transparansi.
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3. Aspek Pengendalian Internal
Pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pembagian
tugas yang jelas antara pihak yang bertanggung jawab dalam proses
penggajian. Dengan adanya rangkap tugas oleh bendahara
pengeluaran, kontrol internal yang lemah dapat menyebabkan
kesalahan dalam proses penggajian, baik berupa kesalahan
perhitungan maupun penyalahgunaan wewenang. Pembagian tugas
vang lebih jelas dan independen antara pengelolaan penggajian dan
pengeluaran sangat penting dalam memperkuat pengendalian
internal di instansi ini.
4. Efektivitas Sistem Penggajian

Secara keseluruhan, sistem penggajian yang ada di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya efektif.
Ketidakpastian yang muncul dari rangkap tugas bendahara
pengeluaran menurunkan efektivitas pengelolaan gaji, karena
ketidakjelasan dalam pengawasan dan proses verifikasi yang
seharusnya dilakukan oleh pihak yang berbeda. Oleh sebab itu,
untuk meningkatkan efektivitas sistem penggajian, disarankan agar
instansi ini memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dan
melakukan pemisahan tugas yang lebih tegas antara pihak yang

mengelola pengeluaran dan pihak yang mengelola penggajian.

Dengan rekomendasi pemisahan tugas, peningkatan penggunaan
teknologi dalam sistem informasi akuntansi, serta penguatan aspek
pengendalian internal, diharapkan sistem penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan lebih
efisien, transparan, dan terhindar dari potensi kesalahan atau

penyalahgunaan.
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B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis stem
informasi akuntansi penggajian pada instansi pemerintah di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, dengan fokus pada permasalahan
rangkap tugas oleh bendahara pengeluaran yang membuat dan
mengelola daftar gaji. Meskipun demikian, terdapat beberapa
keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang perlu
dipertimbangkan agar hasil yang diperoleh tidak digeneralisasi tanpa
mempertimbangkan _ aspek-aspek yang terbatas. Keterbatasan-
keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya Waktu Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas, schingga
pengumpulan data dan wawancara dengan pihak terkait tidak dapat
dilakukan secara mendalam. Terbatasnya waktu penelitian
mengakibatkan terbatasnya jumlah responden yang dapat
diwawancarai, serta terbatasnya jumlah dokumen yang dapat
dianalisis. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin hanya
mencakup sebagian kecil dari keseluruhan dinamika yang terjadi di
instansi terkait. "
2. Keterbatasan Akses terhadap Data dan Dokumentasi
Meskipun penelitian ini berusaha mengumpulkan data melalui
wawancara dan dokumen yang relevan, terdapat keterbatasan dalam
akses terhadap beberapa dokumen dan informasi terkait pengelolaan
penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
Beberapa data yang bersifat sensitif dan terkait dengan kebijakan
internal mungkin tidak dapat diakses secara penuh, sehingga

membatasi kedalaman analisis yang dapat dilakukan.

Meskipun  terdapat  keterbatasan-keterbatasan  tersebut,
diharapkan penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang berarti bagi
perbaikan sistem informasi akuntansi penggajian di instansi pemerintah,

terutama dalam meningkatkan pengendalian internal.
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Peneliti menyadari bahwa keterbatasan yang ada memberikan
kesempatan untuk penelitian lanjutan yang dapat mengatasi kekurangan-

kekurangan dalam penelitian ini.

C. Saran
1. Bagi demis
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai
analisis sistem informasi akuntansi penggajian pada Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa aspek yang
perlu dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini
memberikan wawasan mengenai pentingnya sistem pengendalian
internal dalam pengelolaan penggajian di instansi pemerintah.
Namun, ada beberapa area yang masih dapat dikembangkan lebih
lanjut. Berikut ini adalah beberapa saran untuk peneliti selanjutnya
agar dapat mengembangkan dan memperdalam topik penelitian ini:
a) Pengembangan Penelitian Lanjutan
Penelitian ini hanya terfokus pada satu instansi pemerintah,
yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena
itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas
caku pan pada berbagai instansi pemerintah lainnya untuk
mengetahui sejauh mana masalah rangkap tugas oleh bendahara
pengeluaran juga terjadi dan mempengaruhi sistem penggajian
dan pengendalian internal. Penelitian komparatif antar instansi
akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai isu ini dan membantu merumuskan rekomendasi yang
lebih luas.
b) Analisis Pengaruh Rangkap Tugas terhadap Efektivitas
Pengendalian Internal
Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemisahan tugas dalam
pengelolaan penggajian dan pengeluaran untuk meningkatkan

pengendalian internal. Saran untuk penelitian akademis
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selanjutnya adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai
dampak rangkap tugas terhadap efektivitas pengendalian
internal dan keuangan pemerintah. Penelitian ini dapat
mencakup analisis kuantitatif untuk mengukur sejauh mana
rangkap tugas mempengaruhi terjadinya kesalahan atau

penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi P%k Instansi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam

penelitian ini, terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian

di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa

masalah yang berkaitan dengan pengendalian internal, khususnya

mengenai rangkap tu oleh bendahara yang membuat dan

mengelola daftar gaji. Adapun saran yang dapat diberikan untuk

memperbaiki serta peningkatkan sistem pengendalian internal di

Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

)

b)

Pemisahan Tugas dan Fungsi dalam Penggajian

Salah satu rekomendasi utama adalah pemisahan tugas antara
bendahara yang membuat daftar gaji dan bendahara yang
mengelola serta melakukan verifikasi pembayaran gaji.
Pemisahan tugas ini akan mengurangi potensi terjadinya
penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, atau fraud.
Dengan adanya pemisahan fungsi, pengawasan internal akan
lebih terjamin, serta meningkatkan transparansi dalam proses
penggajian.

Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi
Terintegrasi

Sistem informasi akuntansi yang ada saat ini perlu ditingkatkan
untuk dapat mengintegrasikan seluruh proses penggajian, mulai
dari pembuatan daftar gaji hingga pembayaran. Penggunaan

sistem yang lebih terintegrasi akan mengurangi ketergantungan
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pada proses manual dan meminimalisir kesalahan dalam
perhitungan gaji serta meningkatkan efisiensi operasional.
Disarankan untuk ngevaluasi dan meng-upgrade sistem yang
ada, atau bahkan mengimplementasikan sistem yang berbasis
ERP  (Enterprise  Resource Planning) yang dapat
menghubungkan seluruh proses secara otomatis.

Peningkatan Pengendalian Internal melalui Audit Rutin

Untuk memperkuat pengendalian internal, pihak instansi harus
melakukan audit secara rutin terhadap sistem penggajian. Hal
ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data dan
memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang. Audit
ini juga dapat membantu mengidentifikasi arca yang masih
memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki, Melibatkan auditor
internal yang independen dalam proses ini sangat penting untuk
menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
penggajian.

Penyediaan Pelatihan bagi Pegawai Terkait Pengelolaan
Penggajian

Sebagai langkah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
(SDM), pihak instansi perlu memberikan pelatihan berkala
terkait sistem informasi akuntansi dan pengelolaan penggajian.
Pelatihan ini bertujuan memastikan bahwa pegawai yang
terlibat dalam proses penggajian memiliki pemahaman yang
memadai mengenai prosedur yang benar, serta penggunaan
teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu,
pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan
pentingnya pengendalian internal.

Peningkatan Pengawasan dan Pembagian Wewenang yang Jelas
Pihak instansi harus memperjelas pembagian wewenang dalam
setiap tahapan penggajian. Hal ini termasuk penugasan tugas

yang jelas antara pihak yang mengelola gaji, bendahara, dan
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pihak terkait lainnya. Adanya pembagian tugas yang lebih
transparan akan mempermudah pengawasan dan mencegah
terjadinya penyelewengan dalam proses penggajian. Pembagian
wewenang yang jelas juga akan membantu memperkuat
pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas.
f) Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan Penggajian

Disarankan bagi instansi untuk melakukan evaluasi dan
pembaruan terhadap kebijakan penggajian yang berlaku.
Kebijakan yang ada harus mencerminkan standar pengelolaan
keuangan yang baik dan memadai, serta sejalan dengan prinsip-
prinsip pengendalian internal yang diterapkan. Pembaruan
kebijakan ini juga dapat mencakup penyesuaian dengan
peraturan terbaru yang relevan dengan pengelolaan penggajian

di instansi pemerintah.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan dapat
meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan penggajian di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, serta mengurangi risiko
kesalahan administratif, kecurangan, dan meningkat&n efisiensi serta
transparansi dalam sistem penggajian. Demikian saran yang dapat
disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini. Diharapkan saran-saran
terscbut dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan sistem
informasi akuntansi penggajian di instansi pemerintah Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dan t memberikan dampak
positif terhadap pengendalian internal serta tata kelola keuangan yang

lebih baik di masa mendatang.
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Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Kunci Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan umum sistem penggajian

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian yang digunakan saat
ini di Dinas Perdagangan Kulon Progo?
2. Apa saja komponen yang digunakan dalam sistem penggajian?
3. Sejak kapan sistem penggajian ini diterapkan, dan apakah ada
perubahan besar sejak pertama kali digunakan?
B. Proses penggajian
1. Bagaimana alur proses penggajian dari input data hingga pembayaran
gaji?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penggajian?
3. Apakah ada otomatisasi dalam sistem penggajian? Jlika ya, bagian
mana yang diotomatisasi?
C. Aspek pengendalian internal
1. Apa saja prosedur yang diterapkan untuk memastikan keakuratan data
dalam sistem penggajian?
2. Bagaimana pemisahan tugas diterapkan dalam proses penggajian?
3. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mendeteksi
kecurangan dalam sistem penggajian?
4. Bagaimana otorisasi dilakukan untuk memastikan hanya pihak yang
berwenang yang dapat mengakses sistem penggajian?
D. Efektivitas sistem penggajian
1. Apakah sistem penggajian saat ini dianggap memadai dalam
mendukung operasional dinas?
2. Apa tantangan atau kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan
sistem penggajian?
3. Apakah ada kasus kesalahan atau masalah yang signifikan terkait

penggajian dalam beberapa tahun terakhir?
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E. Harapan dan rekomendasi

1. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam sistem penggajian
ini?
2. Apakah ada rekomendasi atau wusulan untuk meningkatkan

pengendalian internal di dinas ini?

Sumber:
12
Budiarto, D. S., & Prabowo, T.J. W. (2019). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap

efektivitas kinerja penggajian di sektor pemerintahan. Jurnal Sistem Informasi dan
Akuntansi, 6(1), 45-56.

Nugroho, A., & Kurniawati, S. (2020). Transformasi sistem informasi akuntansi di instansi
pemerintah: Studi kasus pada sistem penggajian. Jurnal Administrasi dan Akuntansi
Publik, 12(3), 134-142.
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Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian
dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Instansi
Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dalam
Menin%atkan Pengendalian Internal.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Ibu sebagai
informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya
digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Ibu menyetujui, maka saya
mohon kesediannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang saya buat.

Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terimakasih.

Kulon Progo, 16 Desember 2024

Hani Listina
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Di tempat.

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Hani Listina

NPM :202301034

Adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi FakultaBEkonomi dan Sosial
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian
dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Instansi
Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dalam
Menin%atkan Pengendalian Internal.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Ibu sebagai
informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya
digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Ibu menyetujui, maka saya
mohon kesediannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang saya buat.

Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terimakasih.

Kulon Progo, 16 Desember 2024

Hani Listina
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dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Instansi
Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dalam
Menin%atkan Pengendalian Internal.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Ibu sebagai
informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya
digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Ibu menyetujui, maka saya
mohon kesediannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang saya buat.

Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terimakasih.

Kulon Progo, 16 Desember 2024

Hani Listina




83

Lampiran 5 Lembar Persetujuan Menjadi Partisipan Wawancara

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN
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Nama : Endang Sri Darwati, S.E, MM
Instansi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber penelitian yang
dilakukan mahasiswa mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang sedang melakukan
penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada
Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Dalam

Meningkatkan Pengendalian Internal Tahun 2023.
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Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan penelitian yang
dilakukan mahasiswa mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
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Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan penelitian yang
dilakukan mahasiswa mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogvakarta yang sedang melakukan
penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada
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Meningkatkan Pengendalian Internal Tahun 2023,

Kulaa-Progo. 16 Desember 2024

“dMenyetujui,
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Lampiran 6 Member Checking

SURAT PERNYATAAN KONFIRMAST HASIL WAWANCARA

Yang membuat pernyataan dibawah ini :

Nama : Endang Sri Darwati, $.E, MM
Instansi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Menyatakan Bahwa :
A. Telah menjadi narasumber dalam penelitian :
Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
Pada Instansi Pemerintah Dinas. Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan

Pengendalian Internal Tahun 2023

Peneliti : Hani Listina
. NPM 1202301034
Program : S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
B. Wawancara dilakukan pada :
Tanggal 21 Januari 2025
Tempat Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

C. Lampiran transkip wawancara

Demikian, saya membuat pemyataan hasil konfirmasi ini dengan

sebenar-benarnya.

KuylomProgo, 19 Februari 2025

Endang Sri DarwatjeS.E. MM
NIP. 197012102005022001
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SURAT PERNYATAAN KONFIRMASI HASIL WAWANCARA

Yang membuat pernyataan dibawah ini :
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Instansi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Menyatakan Bahwa :
A. Telah menjadi pastisipan dalam penelitian :
Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
Pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan

Pengendalian Internal Tahun 2023

Peneliti : Hani Listina
" NPM 1202301034
Program : §-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
B. Wawancara dilakukan pada :
Tanggal : 13 Januari 2025
Tempat : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

C. Lampiran transkip wawancara

Demikian, saya membuat pernyataan hasil konfirmasi ini dengan

sebenar-benarnya.

: :hl_{u-_:[‘_aﬁ'-}!|'ogn, 14 Februari 2025

NIP. 194
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Nama : Kristianitasari Berliantina, A.Md., Akt
Instansi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Menyatakan Bahwa :
A. Telah menjadi pastisipan dalam penelitian :
Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
Pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan

Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan

Pengendalian Internal Tahun 2023
Peneliti : Hani Listina
NPM 1202301034
Program : S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Sosial

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
B. Wawancara dilakukan pada :
Tanggal + 18 Desember 2024
Tempat : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

C. Lampiran transkip wawaneara

Demikian, sava membual pernvataan hasil konfirmasi ini dengan

sebenar-benarnya.

Kulon Progo. 19 Februari 2025

Kristianitasari-Berlightina. A.Md., Ak
NP 199712232022032017
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Lampiran 7 Transkip Wawancara
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Transkip Wawancara Dan Coding dengan Kepala Bagian Perencanaan dan

Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Narasumber : Endang Sri Darwati, S.E, MM (N)

Peneliti : Hani Listina (P)

Hari/Tanggal : 21 Januai 2025

Waktu :09.18 - 09.28 WIB (10 menit)

Lokasi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo
ID TRANSKIP WAWANCARA REF TEMA
P Assalamualaikum Wr.Wb
N Waalaikumsalam Wr.Wb Al
P Selamat pagi ibu, mohon izin perkenalkan

saya Hani Listina mahasiswa Akuntansi
(S8-1) Universitas Jenderal Achamad Yani
Yogyakarta. Seperti yan%udah saya
sampaikan scbelumnya saya sedang
melakukan penelitian Etuk tugas akhir
saya terkait dengan Sistem Informasi
Akuntansi Penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
Saya izin untuk melakukan wawancara
dengan ibu terkait dengan penelitian saya,
apakah sudah bisa dimulai ibu?

N Bisa sﬁ'lkan A2

P Baik, sebelumnya terima kasih ibu sudah
meluangkan  waktu untuk melakukan
wawancara dengan saya.

N Iya mbak, langsung dimulai saja. A3

P Mengenai pertanyaan pertama terkait
bagaimana sistem informasi akuntansi
penggajian yang digunakan di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?

N Saat ini, sistem akuntansi penggajian | A4 | Sistem Informasi
menggunakan SIPD RI yaitu aplikasi Akuntansi
untuk pengelolaan keuangan pemerintah Penggajian
daerah.
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Bisakah  Ibu  jelaskan  bagaimana
mekanisme kerja sistem SIPD RI ini
dalam penggajian?

Jadi prosesnya dimulai dari input data
pegawai ke dalam sistem. Data ini
meliputi informasi pribadi, golongan,
jabatan, dan tunjangan vyang berhak
diterima oleh masing-masing pegawai.
SIPD RI secara otomatis menghitung
besaran gaji berdasarkan data tersebut,
termasuk potongan seperti pajak dan iuran
lainnya. Setelah itu, hasil perhitungan ini
dikonfirmasi, diverifikasi,

dan disahkan oleh bagian keuangan.

AS

Mekanisme Kinerja
SIPD RI

Sejak  kapan  Dinas  Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo menggunakan
SIPD RI untuk sistem penggajian, dan
apa alasan penerapan sistem ini?

Dinas mulai menggunakan SIPD RI untuk
sistem penggajian pada tahun 2023.
Penerapan sistem ini karena kebijakan
nasional yang mewajibkan pemerintah
dacrah menggunakan SIPD  dalam
pengelolaan  data  dan  informasi
pemerintahan, termasuk pengsgajian.

A6

Penerapan SIPD RI

Apa saja komponen utama dalam sistem
informasi akuntansi penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
ini?

Komponen utama ada data pegawai,
tunjangan, potongan, data gaji pokok.
Data pegawai yang sudah di input menjadi
dasar  penghitungan  gaji  pokok,
tunjangan, dan  potongan. Hasil
perhitungan kemudian dirangkum dalam
slip gaji dan laporan penggajian.

AT

Komponen Utama
Sistem Informasi
Akuntansi
Penggajian

Siapa saja pihak yang terlibat dalam
proses penggajian?

Proses penggajian melibatkan bendahara,
saya (kepala sub bagian perencanaan dan

A8

Pihak yang Terlibat
dalam Proses
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keuangan), bagian kepegawaian dan
umum, sekdin dan kepala dinas.

Penggajian

Apakah ada otomatisasi dalam sistem
penggajian? Jika ya, bagian mana yang
diotomatisasi?

Ada. Bagian perhitungan gaji pegawai
sudah otomatis. Data pegawai, golongan,
jabatan, dan tunjangan dimasukkan ke
dalam sistem, gaji akan dihitung otomatis
oleh sistem. Jadi tidak perlu lagi
menghitung secara manual. Selain itu,
sistem juga sudah otomatis menghitung
potongan gaji, seperti potongan pajak dan
iuran lainnya. Sistem akan menyesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku, dan
otomatis mengurangi jumlah gaji sesuai
dengan potongan yang sudah dihitung.
Kemudian, setelah perhitungan selesai,
ada proses pencairan gaji yang juga sudah
otomatis.

A9

Otomatisasi dalam
Sistem Penggajian

Apakah ada bagian dalam sistem
penggajian yang masih dikerjakan secara
manual?

Ada bagian masih membutuhkan proses
manual, terutama verifikasi data pegawai
yang dimasukkan ke dalam sistem. Selain
itu, penyusunan laporan penggajian akhir
juga memerlukan pemeriksaan manual
untuk memastikan semuanya sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Al0

Apa saja prosedur yang diterapkan untuk
memastikan  keakuratan data dalam
sistem penggajian di Dinas Perdagangan
Kulon Progo?

Untuk memastikan keakuratan data dalam
sistem penggajian, kami menerapkan
beberapa prosedur yang cukup ketat
dengan verifikasi data pegawai. Setiap
data pegawai, seperti golongan, jabatan,
masa kerja, dan tunjangan, harus

All

Aspek Pengendalian

Internal (Prosedur
untuk Memastikan
Keakuratan Data)
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diperiksa dengan teliti. Kami bekerja
sama dengan bagian kepegawaian dan
umum untuk memastikan semua data
yang dimasukkan ke dalam sistem sudah
terbaru dan akurat.

Bagaimana pemisahan tugas diterapkan
dalam proses penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?
Kan terjadi rangkap tugas oleh bendahara
pengeluaran, yaitu membuat daftar gaji
serta mengelolanya.

Memang benar bahwa disini tugas mbak
tata selaku bendahara pengeluaran yaitu
membuat daftar gaji dan juga mengelola
gaji, sehingga terjadi rangkap tugas..

Al2

Pemisahan Tugas
dalam Proses
Penggajian

Apakah ada potensi risiko yang timbul
karena rangkap tugas ini?

Tentu ada potensi risiko, terutama hal
kesalahan administratif atau bahkan
penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu,
kami selalu  memastikan  adanya
pengawasan yang lebih dari satu pihak
untuk memastikan tidak ada yang
melaksanakan tugas secara sepihak. Kami
juga terus memperbarui prosedur dan
memberikan pelatihan kepada pegawai
untuk meminimalisir risiko ini.

Al3

Potensi Resiko
karena Rangkap
Tugas

Apakah ada rencana untuk memisahkan
tugas tersebut di masa mendatang?

Ya mungkin ada mbak, terutama jika ada
penambahan  pegawai di  bagian
keuangan. Tujuannya ya agar pengelolaan
penggajian dapat berjalan lebih efisien
dan lebih terkontrol. Namun, untuk saat
ini, kami berfokus pada penguatan
pengawasan dan peningkatan sistem yang
ada.

Al4

Rencana terkait
Pemisahan Tugas

Apa langkah-langkah yang diambil untuk
mencegah dan mendeteksi kecurangan
dalam sistem penggajian?
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Kami murangi dampak dari rangkap
tugas ini dengan cara melakukan evaluasi
rutin, baik itu secara internal maupun
eksternal. Selain itu, kami juga
memperkenalkan sistem pencatatan yang
lebih transparan dan audit internal berkala
untuk  memastikan
dilakukan.

scmua proses

AlS

Langkah untuk
Mengurangi Dampak
dari Rangkap Tugas

Bagaimana otorisasi dilakukan Etuk
memastikan hanya pihak yang berwenang
yang dapat
penggajian?

mengakses sistem

Dalam upaya mencegah dan mendeteksi
kecurangan, untuk mengakses sistem
menggunakan username dan password
untuk memastikan akses hanya diberikan
kepada pihak yang berwenang, schingga
keamanan data penggajian tetap terjaga.

Alé6

Upaya Mencegah
atau Mendeteksi
Kecurangan

Apakah sistem penggajian saat ini
dianggap memadai dalam mendukung

operasional dinas?

Secara umum, sistem penggajian yang ada
saat ini sudah cukup memadai untuk
mendukung  operasional  di
Perdagangan.
banyak kemudahan dalam hal
pengelolaan penggajian pegawai.

Dinas

Sistem ini memberikan

Al7

Efektivitas Sistem
Penggajian

Apa tantangan atau kendala yang sering
dihadapi  dalam penggunaan  sistem

penggajian?

Meskipun sudah sangat membantu, ada
beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah
satunya adalah integrasi dengan sistem
lain yang belum sepenuhnya mulus.
Terkadang ada sedikit keterlambatan
dalam pembaruan data. Selain itu,
meskipun sistem ini sudah cukup stabil,
masih ada ketergantungan pada server
untuk  memastikan
lancar tanpa

yang harus stabil
sistem dapat berjalan

AlS

Tantangan atau
Kendala Dalam
Penggunaan Sistem
Penggajian
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gangguar.

Apakah ada kasus kesalahan atau masalah
yang signifikan terkait penggajian dalam
beberapa tahun terakhir?

Alhamdulillah, dalam beberapa tahun
terakhir jarang mengalami kesalahan atau
masalah terkait penggajian. Sistem SIPD
RI ini sudah sangat membantu. Namun,
tentu saja ada beberapa kendala yang
pernah terjadi, meskipun tidak sampai
menyebabkan  dampak besar yaitu
ketidaksesuaian data karena perubahan
struktur organisasi atau kenaikan pangkat
yang tidak segera tercatat dalam sistem.
Misalnya, ada pegawai yang belum
diperbarui  status golongannya atau
tunjangannya, schingga penggajiannya
tidak sesuai dengan yang scharusnya.

Al9

Kasus Kesalahan
atau Masalah terkait
Penggajian

Selain itu, apakah ada masalah teknis
yang pernah  menghambat  proses
penggajian?

Terkadang ya ada masalah teknis yang
disebabkan oleh gangguan sistem atau
koneksi internet yang kurang stabil.

A20

Masalah Teknis yang
Menghambat Proses
Penggajian

Menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan
dalam sistem penggajian ini?

Secara umum, sistem penggajian saat ini
sudah cukup baik dan membantu
memperlancar proses panggajian,
terutama sudah otomatis sistemnya. Tapi
ada beberapa hal yang masih perlu
ditingkatkan. Kadang, pengguna yang
tidak terbiasa dengan teknologi yang baru
merasa kesulitan apaya gaptek dalam
mengoperasikan sistem meskipun sudah
ada pelatihan. Saya rasa pelatihan untuk
pegawai  yang  mengelola  sistem
penggajian  perlu ditingkatkan untuk
memastikan  bahwa mereka selalu
mengikuti perkembangan terbaru dalam

A2l

Harapan atau
Rekomedasi
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kebijakan penggajian atau pembaruan
sistem yang terjadi.

Jadi, peningkatan ini akan lebih fokus
pada sisi  teknmis dan  peningkatan
kemampuan pegawai ya bu?

Benar sekali. Peningkatan teknis dapat | A22 | Peningkatan Teknis
membantu  kelancaran sistem secara dan Kemampuan
keseluruhan, sementara peningkatan untuk Pegawai
kemampuan pegawai untuk memastikan

bahwa semua pengelolaan penggajian

dapat dilakukan dengan lebih efisien dan

akurat. gy

Baik Ibu terima kasih banyak atas waktu

dan penjelasan yang telah diberikan. Saya

cukupkan sekian.

Nggih mbak, kalau ada yang ingin | A23

ditanyakan lagi atau kurang jelas bisa

kesini lagi mbak.

Siap Ibu mohon izin, terimakaih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Waalaikumsalam Wr. Wb, A24
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Transkip Wawancara dan Coding dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan

Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Narasumber : Tumirah Rahayu, S.IP (N)
Peneliti :Hani Listina (P)
Hari/Tanggal : 13 Januari 2025
Waktu :13.41 — 13.52 WIB (12 Menit)
Lokasi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
ID TRANSKIP WAWANCARA REF TEMA
P Assalamualaikum Wr.Wb
N Waalaikumsalam Wr.wb B1
P Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Hani

Listina mahasiswa Akuntansi Universitas
Jenderal Achamad Yani Yogyakarta.
Mohon izin untuk melakukan wawancara
dengan Ita untuk penelitian saya terkait
dengan Sistem Informasi Akuntansi
Penggajian di Dinas Perdagangan dan
Kabupaten Kulon Progo. Apa Ibu sudah
bersedia untuk saya wawancara?

Bersedia mbak monggo B2

ik terimakasih Ibu. Pertanyaan pertama
terkait dengan Bagaimana  sistem
informasi akuntarm penggajian yang
diterapkan di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo?

Di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon | B3 | Sistem Informasi
Progo, sistem informasi akuntansi Akuntansi
penggajian sudah pakai sistem digital Penggajian
aplikasi namanya SIPD RI. Jadinanti data
pegawai di input ke aplikasi terus setiap
bulan datanya diperbarui berdasarkan
kehadiran, lembur, dan potongan-
potongan. Setelah semua data selesai
diverifikasi, aplikasi atau sistem

sudah otomatis menghitung gaji bersih.

Apa saja komponen yang digunakan
dalam  sistem  informasi  akuntansi
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penggajian?

Komponennya ada gaji pokok, tunjangan
jabatan, tunjangan Kkerja, tunjangan
fungsional, tunjangan transportasi,
tunjangan keluarga, potongan gaji (iuran
pensiun, BPJS kesehatan, BPIS
ketenagakerjaan, serta potongan lainnya
seperti cicilan koperasi). Selain itu, ada
juga komponen tambahan pegawai seperti
honor untuk proyek tertentu atau kegiatan
khusus.

B4

ponen dalam
Sistem Informasi
Akuntansi
Penggajian

Kalau terkait sistem informasi akuntansi
penggajian yang saat ini yang digunakan
di Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kulon Progo. Sejak kapan sistem
penggajian ini diterapkan?

Sistem penggajian sebenarnya sudah
mulai diterapkan tahun 2020. Kalau yang
saat ini dipakai kan SIPD RI, ini tahun
2023. Sebelumnya, menggunakan sistem
manual, tetapi kan  perkembangan
teknologi sudah semakin canggih ya mbak
jadi beralih pakai sistem di
komputer dan sudah otomatis.

B5

Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi
Penggajian

Apakah ada perubahan besar yang terjadi
pada sistem ini sejak pertama kali
diterapkan?

Ya, ada beberapa perubahan. Misalnya,
pada awal penerapan, sistem ini hanya
digunakan untuk mencatat  data
penggajian secara elektronik, tetapi
beberapa tahun kemudian,
integrasikannya sudah dengan sistem
kepegawaian lainnya, seperti absensi
digital dan pencatatan tunjangan. Selain
itu, ada pembaruan sistem secara bertahap
untuk menyesuaikan dengan peraturan
pemerintah terkait penggajian

dan tunjangan pegawai.

B6

Perubahan terkait
Sistem yang
Digunakan

Bagaimana alur proses penggajian
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pegawai di Dinas ini, mulai dari input
data hingga pembayaran gaji?

Proses penggajian ada beberapa tahapan
dimulai dari  pengumpulan  data
kepegawaian ada absensi, cuti, dan
tunjangan tambahan dikumpulkan dari
masing-masing bagian kemudian
diverifikasi untuk memastikan
keakuratannya. Setelah itu di input ke
sistem dan diverifikasi nanti sistem sudah
otomatis  menghitung  gaji.  Hasil
perhitungannya dicek bagian umum dan
kepegawaian  dipastikan tidak ada
kesalahan. Setelah semua data diproses,
laporan gaji akan diajukan kepada kepala
dinas untuk persetujuan. Jika ada koreksi,
diperbaiki. Setelah disetujui, data gaji
dikirimkan ke bagian keuangan untuk
pengajuan pencairan dana dan gaji
dibayarkan langsung ke rekening pegawai
melalui transfer bank.

B7

Proses Penggajian

Siapa saja pihak yang terlibat dalam
proses penggajian di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo?

Pihak vyang terlibat dalam proses
penggajian bagian kepegawaian,
bendahara, bagian perencanaan dan
keuangan, sekdin dan kepala dinas.

B8

Pihak yang terlibat
dalam Proses
Penggajian

Apakah dalam sistem penggajian di
Dinas sudah ada proses otomatisasi?

Sudah mbak. Sistemnya sudah ada proses
otomatisasinya. Bagian yang
diotomatisasi mencakup perhitungan gaji,
pengelolaan absensi, dan penerbitan slip

gaji.

B9

Otomatisasi dalam
Proses Penggajian

Apakah semua proses tersebut berjalan
sepenuhnya otomatis, atau masih ada
intervensi manual?

Sudah otomatis, tetapi ada proses manual
di tahap akhir yaitu pengecekan ulang

B10
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oleh bagian kepegawaian sebelum gaji
ditransfer ke rekening pegawai untuk
memastikan bahwa data yang di input
sudah benar sebelum gaji di transfer.

Bagaimana dengan proses transfer gaji ke
rekening  pegawai?  Apakah  sudah
otomatis juga?

Proses transfer sudah otomatis juga mbak
tetapi  kami tetap memantau dan
memvalidasi jumlah yang akan ditransfer
sebelum mengirimkan file pembayaran ke
bank. Jadi transfernya otomatis, tetapi ada
tahap pengecekan manual
sebelumnya.

B11

Apakah ada kendala dalam penerapan
otomatisasi ini?

Kendala biasanya ya gangguan sistem,
server nya down terus integrasi sistem
absensi yang kurang lancar. Tapi sudah
dilakukan evaluasi dan perbaikan agar
sistem berjalan optimal.

B12

Kendala terkait
Otomatisasi

Apa saja prosedur yang diterapkan untuk
memastikan  keakuratan data  dalam
sistem penggajian di Dinas Perdagangan
Kulon Progo?

Untuk memastikan keakuratan data, kami
menerapkan beberapa prosedur utama,
yaitu verifikasi data pegawali,
pemutakhiran data secara betahap,
penerapan sistem otomasi, pemeriksaan
ulang dan audit internal.

B13

Aspek Pengendalian
Internal (Untuk
memastikan
Keakuratan Data)

Apakah pernah ada kendala atau
tantangan dalam menerapkan prosedur
tersebut?

Tentu saja, beberapa kendala yang pernah
dihadapi itu ketidaksesuaian data awal
saat input manual, terutama sebelum
sistem otomatis digunakan. Tetapi semua
sudah bisa teratasi dengan adanya
pelatihan kepada pegawai dan penerapan

B14

Kendala terkait
Penerapan Prosedur
untuk Memastikan
Keakuratan Data
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sistem yang lebih baik.

Salah satu elemen penting dalam
pengendalian internal adalah pemisahan
tugas. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana
pemisahan tugas diterapkan dalam proses
penggajian di Dinas Perdagangan Kulon
Progo? Saya mendengar ada rangkap
tugas bendahara

membuat daftar gaji serta mengelolanya.

pengeluaran  yaitu

Pemisahan tugas memang penting dalam
pengendalian internal untuk mencegah
kesalahan dan penyalahgunaan. Namun,
di  Dinas karena kami
keterbatasan SDM ya mbak, sehingga ada
rangkap tugas pada proses penggajian.

Bendahara, selain mengelola keuangan

mengalami

juga berperan dalam penyusunan daftar
gaji. Untuk mengurangi risiko dari kondisi
ini, kami menerapkan verifikasi bertahap.
Jadi setelah bendahara menyusun daftar
gaji, dokumennya diverifikasi oleh bagian
kepegawaian dan kepala dinas sebelum
disahkan untuk

pembayaran.

B15

Pemisahan Tugas
dalam Proses
Penggajian

Apakah ada kendala lain yang sering
dihadapi terkait penggajian?

Kendala vyang sering muncul itu
keterlambatan data

memengaruhi perhitungan gaji. Namun,

absensi. Imi

kami terus mendorong koordinasi yang
lebih baik antar bagian untuk mengatasi
hal ini.

Blo6

Kendala Lain terkait
Penggajian

Apa langkah-langkah yang diambil untuk
mencegah dan mendeteksi kecurangan
dalam sistem penggajian?

Untuk mendeteksi
kecurangan dalam
dengan
Meskipun ada keterbatasan sumber daya,

bertahap, pelaporan dan

mencegah  dan
sistem penggajian
pemanfaatan sistem  gigital.

verifikasi

B17

Langkah untuk
Mencegah dan
Mendeteksi
Kecurangan dalam
Sistem Penggajian
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pengawasan yang transparan. Dengan
transparansi ini membantu meningkatkan
kepercayaan pegawai dan meminimalkan
potensi keluhan terkait kecurangan. Kami
juga memberikan pelatihan kepada
pegawai terkait sistem penggajian agar
mereka lebih memahami dan menjalankan
prosedur sesuai dengan

aturan. 130

Bagaimana otorisasi dilakukan untuk
memastikan hanya pihak yang berwenang
yang dapat mengakses sistem informasi
akuntansi penggajian?

Jadi untuk dapat mengakses sistem
penggajian pakai username dan password
yang diberikan hanya kepada pegawai
yang memiliki tugas langsung dalam
pengelolaan penggajian. Kemudian akses
ke sistem juga dibagi per bagian, misalnya
bagian ini hanya dapat mengakses data
tertentu yang diperlukan untuk entri data,
sedangkan akses penuh ke sistem, seperti
untuk menyetujui pembayaran  gaji
hanya dapat diakses

oleh kepala sub bagian atau kepala dinas.

B18

Otorisasi untuk Pihak

yang Berwenang
dalam Mengakses
SIA Penggajian

Bagaimana jika ada perubahan otorisasi,
misalnya karena mutasi pegawai atau
pergantian jabatan?

Jika ada mutasi pegawai atau pergantian
jabatan, kami akan segera mengupdate
hak akses dalam sistem untuk memastikan
akun lama dinonaktifkan dan akses baru
diberikan hanya kepada orang yang
berwenang. Ini adalah langkah yang kami
anggap penting untuk mencegah
potensi penyalahgunaan.

B19

Apakah ada kendala yang sering dihadapi
terkait otorisasi ini?

Kendala biasanya masalah teknis dalam
sistem. Namun, kami selalu berusaha

B20

Kendala yang Seri
Dihadapi terkait

ng
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menyelesaikannya dengan cepat untuk
memastikan operasional tetap berjalan
lancar.

Otorisasi

Apakah sistem penggajian yang saat ini
diterapkan di Dinas Perdagangan Kulon
Progo sudah dianggap memadai dalam
mendukung operasional dinas?

Secara umum, sistem penggajian yang
kami gunakan saat ini sudah memadai.
Kami menggunakan aplikasi berbasis
komputer yang telah terintegrasi dengan
data kepegawalan. Proses penghitungan
gaji, tunjangan, hingga potongan berjalan
relatif lancar dan efisien.

B21

Efektifitas Sistem
Penggajian

Bagaimana dengan tingkat keakuratan
dan kecepatan sistem dalam memproses
data penggajian?

Keakuratan sistem cukup baik, karena
data yang digunakan sudah tervalidasi
melalui beberapa tahapan pemeriksaan.
Kecepatan  juga cukup  memadai,
meskipun ada beberapa waktu sibuk di
mana kami membutuhkan verifikasi
tambahan, terutama ketika mendekati
akhir tahun.

B22

Tingkat Keakuratan
dan Kecepatan SIA
dalam Proses
Penggajian

Apa saja tantangan atau kendala yang
sering dihadapi dalam penggunaan sistem
penggajian  di Dinas  Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo?

Ada beberapa tantangan yang kami hadapi
dalam penggunaan sistem penggajian.
Pertama, terkait ketersediaan data yang
akurat. Kadang-kadang, data pegawai
yang harus di input tidak selalu lengkap
atau mengalami perubahan, seperti pindah
tugas, promosi, atau mutasi, yang dapat
memengaruhi perhitungan gaji. Kemudian
keterbatasan tecknis  pada sistem yang
digunakan.

Sistem yang kami gunakan saat ini cukup

B23

Tantangan atau
Kendala dalam
Penggunaan SIA
Penggajian
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membantu, tetapi ada beberapa fitur yang
dirasa kurang fleksibel, misalnya dalam
menangani perubahan peraturan baru
terkait tunjangan atau pajak. Hal ini sering
memerlukan penyesuaian manual yang
berisiko menimbulkan kesalahan.
Kemudian kendala jaringan internet. Jika
terjadi  gangguan internet,  proses
penggajian bisa tertunda karena sebagian
proses berbasis online.

Bagaimana langkah yang  biasanya
diambil untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut?

Kami berusaha melakukan pembaruan
data secara min untuk meminimalkan
kesalahan. Selain itu, kami juga
melakukan koordinasi dengan pihak
pengembang sistem untuk mengatasi
kendala teknis dan untuk masalah
jaringan, kami bekerja sama dengan
bagian IT untuk memastikan konektivitas
tetap stabil, terutama saat mendekati
tanggal pembayaran gaji.

B24

Langkah untuk

Mengatasi Kendala

dalam Penggunaan

SIA Penggajian

Apakah ada kasus kesalahan atau masalah
yang signifikan terkait penggajian dalam
beberapa tahun terakhir?

Ya, ada beberapa insiden kecil, seperti
keterlambatan pembayaran gaji karena
sistem mengalami gangguan teknis.
Misalnya, pada awal tahun 2023, server
yang digunakan sempat mengalami down
selama beberapa hari, schingga proses
pengiriman data ke Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (BPKD) terlambat. Ini
berdampak pada keterlambatan
pembayaran gaji sekitar dua hari.

B25

Kesalahan atau

Masalah yang Terjadi

Apakah ada masalah lain yang mungkin
terkait dengan kesalahan perhitungan atau
human error?

Untuk kesalahan perhitungan contohnya

B26

Masalah terkait
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pernah ada perbedaan jumlah gaji pada
satu atau dua pegawai akibat data absensi
yang belum terintegrasi sepenuhnya
dengan sistem penggajian. Namun,
masalah ini segera diselesaikan setelah
adanya verifikasi manual.

Perhitungan

Bagaimana langkah yang diambil untuk
mengatasi masalah tersebut?

Kami meningkatkan pengawasan pada
proses input data dan memastikan
sinkronisasi sistem berjalan lebih baik.
Selain itu, kami juga mengkuti pelatihan
yang disediakan oleh BKAD terkait
pengelolaan sistem informasi penggajian
agar risiko  human  error  bisa
diminimalkan.

B27

Langkah untuk
Mengatasi Masalah

Menurut Ibu, apa yang perlu ditingkatkan
dalam sistem penggajian ini?

Menurut saya, sistem penggajian SIPD RI
saat ini sudah cukup membantu. Tapi ya
masih ada yang perlu ditingkatkan seperti
kecepatan sistem di jam-jam sibuk karna
sistem jadi lambat. Kedua, ketelitian data.
Sistem SIPD perlu memastikan bahwa
data seperti kehadiran, jam kerja, dan
komponen lainnya selalu akurat dan
selaras agar tidak terjadi kesalahan yang
berdampak pada nominal gaji yang
diterima.

B28

Harapan dan
Rekomendasi

Baik Ibu, terimakasih banyak atas
kesediannya untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari saya. Sementara saya
cukupkan sekian tetapi jika ada yang perlu
saya tanyakan lagi apakah Ibu
berkenan?

Silahkan mbak, tanyakan saja atau bisa
lewat WA juga bisa monggo.

B29

Terimakasih banyak Ibu,
Wassalamualaikum Wr. Wh.

Waalaikumsalam Wr. Wb

B30
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Transkip Wawancara Dan Coding dengan Bendahara Pengeluaran Dinas

Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Narasumber : Kristianitasari Berliantina, A.Md., Akt (N)
Peneliti : Hani Listina (P)
Hari/Tanggal : 18 Desember 2024
Waktu :10.07 — 10.24 WIB (17 menit)
Lokasi : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
ID TRANSKIP WAWANCARA REF TEMA
P Assalamualaikum Wr.Wb
N Waalaikumsalam Wr.wb Pl
P Selamat pagi mbak tata, mohon izin

pcrkeldkan saya Hani Listina mahasiswa
dari program studi Akuntansi (S-1)
Universitas Jenderal Achamad Yani
Yogyakarta. Seperti yan%udah saya
sampaikan sebelumnya saya sedang
melakukan penelitian atuk tugas akhir
saya terkait dengan Sistem Informasi
Akuntansi Penggajian di Dinas
Perdagangan Kulon Progo. Saya izin
untuk melakukan wawancara dengan
mbak tata terkait dengan penelitian saya,
apakah sudah bisa dimulai ibu?

Silahkan dek langsung saja dimulai P2

Baik terima kasih mbak, mohon izin saya
lagsung ke pertanyaan saja ya mbak

Iya silahkan dek P3

Baik  untuk  pertanyaan  pertama,
bagaimana sistem informasi akuntansi
penggajian yang digunakan saat ini di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo?

Sistem informasi akuntansi penggajian | P4 | Sistem Informasi
yang digunakan menggunakan aplikasi Akuntansi
yaitu SIPD RI dari kemendagri. Kalau Penggajian
sebelumnya itu menggunakan SIMDA
tapi proses entrinya cukup panjang dan
lumayan ribet, terus sering ada kendala
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teknis juga. Kemudian ada aturan baru
dar1 dari Kemendagri terkait perubahan
sistem yang digunakan untuk penggajian
yaitu SIPD RI ini. Jadi yang dipakai saat
ini ya SIPD RL

Kalau tcrka‘t komponen, bisa mbak tata
jelaskan apa saja komponen yang
digunakan dalam sistem informasi
akuntansi penggajian di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?

Kompenen yang digunakan ada data
karyawan sebagai dasar itu mencakup
nama pegawai, jabatan, NIP, status
kepegawaian (misal pegawai tetap,
kontrak, atau honorer), dan juga riwayat
gaji mereka. Data ini diperbarui secara
rutin. Lalu data absensi (ada kehadiran
karyawan, jalgcmbur, izin). Terus ada
struktur gaji yang meliputi gaji pokok,
tunjangan-tunjangan  (ada  tunjangan
jabatan, transportasi, dan keluarga) dan
potongan ya pajak PPh 21, BPIS, cicilan
pinjaman kalaeada.

P5

Komponen SIA
Penggajian yang
Digunakan

Sejak kapan sistem informasi akuntansi
penggajian ini diterapkan di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo,
dan apakah ada perubahan besar yang
terjadi sejak pertama kali digunakan?

Untuk  sistem informasi  akuntansi
penggajian SIPD Rl ini baru dimulai tahun
2023  setelah  terbitnya  peraturan
perubahan sistem dari kemendagri. Kalau
untuk perubahan ya jelas integrasinya
lebih baik. Sistemnya terhubung langsung
dengan data pusat, jadi proses
penghitungan gaji, tunjangan, potongan
jadi  lebih  cepat dan  otomatis
dibandingkan dengan sistem yang
sebelumnya.

P6

Penerapan SIA
Penggajian dan
Perubahan yang
Terjadi

Apakah ada kendala yang dihadapi saat
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pertama kali menerapkan sistem ini?

Kendala di awal karena kan masih belum
terbiasa  menggunakan  sistem  ini.
Kemudian dari pihak BKAD itu
menyelanggarakan pelatihan atau ya
sosialisasi terkait dengan penggunaan
pengoprasian aplikasi SIPD RI 1,
pelatihannya itu di Pemda Kulon Progo.

P7

Kendala Awal saat
Penerapan SIA
Penggajian

Kalau dari beberapa aplikasi atau sitem
yang digunakan, apakah ada perubahan
besar atau peningkatan pada sistem
penggajian yang digunakan?

Perubahan besar yang signifikan itu
sistem 1ini sudah terintegrasi dengan
sistem absensi elektronik. Karena
sebelumnya kan data absensi pegawai
harus di input secara manual. Kalau
sekarang data absensi langsung masuk ke
sistem jadi sudah otomatis untuk
perhitungan tunjangan kehadiran.

P8

Perubahan atau
Peningkatan pada
SIA Penggajian yang
Digunakan

Apakah perubahan-perubahan tersebut
memengaruhi cara kerja pegawai di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?

Ya tentu saja, kerena kan dengan
perubahan ini, menjadi lebih efisien dalam
bekerja. Tidak menghabiskan banyak
waktu seperti pada saat proses
manual.

P9

Perubahan yang
Mempengaruhi
Kinerja Pegawai

Bisa mbak tata jelaskan bagaimana alur
proses penggajian dari tahap input data
hingga pembayaran gaji di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?

Bisa, saya jelaskan alurnya ya dek. Jadi,
proses penggajian di Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo itu melibatkan
beberapa tahapan, yaitu tahap pertama
pengumpulan data pegawai. Data yang
dikumpulkan mencakup absensi bulanan,
data kinerja, perubahan status pegawai
misal mutasi, dan ada dokumen

P10

Proses Penggajian
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pendukung lainnya. Data ini disediakan
oleh Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum. Kemudian tahap kedua menginput
data ke sistem. Setelah data terkumpul,
data di input ke aplikasi SIPD RI. Sistem
ini sudah terintegrasi dengan database
kepegawaian, jadi data dasar ada gaji
pokok, tunjangan tetap sudah otomatis
langsung terupdate. Selanjutnya, karena
perhitungannya otomatis, aplikasi sudah
otomatis menghitung gaji yang diterima
oleh setiap pegawai. Perhitungan ini
mencakup gaji pokok sesuai golongan,
tunjangan ada tunjangan kinerja, keluarga,
jabatan, potongan pajak penghasilan (PPh
21), BPIS, potongan pinjaman kalau ada.
Lalu di tahap akhir itu tahap verifikasi dan
validasi data. Jadi setelah perhitungan
selesai, hasilnya diverifikasi dulu oleh Ibu
Endang selaku Kepala Sub Bagian
Perencanaan Dan Keuangan. Kalau ada
yang tidak sesuai, datanya diperbaiki dulu
sebelum diajukan untuk persetujuan.
Kemudian selanjutnya itu persetujuan
pembayaran. Data penggajian yang sudah
diverifikasi, diajukan ke Sckdin lalu
Kepala Dinas untuk mendapatkan
persetujuan akhir dan ditandatangani.
Setelah disetujui, pembayaran gaji sudah
secara otomatis melalui transfer bank.
Sistem ini juga sudah terintegrasi dengan
sistem nkan daerah, jadi gaji
langsung ditransfer ke rekening masing-
masing pegawai pada tanggal yang telah
ditentukan. Selanjutnya yang terakhir
yaitu pembuatan laporan penggajian.

Kalau terkait dengan pihak-pihak yang
terlibat dalam proses penggajian, siapa
saja pihak yang terlibat dalam proses




109

penggajian di  Dinas  Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo?

Yang terlibat dalam proses penggajian ada
saya selaku bendahara, kemudian Ibu
Endang selaku Ka Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan, Bagian
Kepegawaian dan Umum lalu ada Pak
Guntur selaku Sekdin, kemudian yang
terakhir Kepala Dinas.

P11l

Pihak yang Terlibat
dalam Proses
Penggajian

Apakah ada otomatisasi dalam sistem
penggajian? Jika ada, bagian mana yang
diotomatisasi?

Semua sudah menerapkan otomatisasi
dalam sistem penggajian. Proses nya
mencakup beberapa tahap, ada
perhitungan gaji pokok, tunjangan, dan
potongan otomatis berdasarkan data
kehadiran pegawai.

P12

Otomatisasi dalam
Penggajian

Apakah data kehadiran juga sudah
terintegrasi secara otomatis?

Betul, data kehadiran pegawai juga sudah
otomatis menggunakan face id. Data
absensi langsung terhubung dengan
sistem penggajian untuk menghitung gaji
bersih setiap pegawai.

P13

Bagaimana dengan pajak dan potongan
lainnya?

Pajak penghasilan, potongan BPJS, dan
kewajiban lain juga sudah dihitung
otomatis. Sistem akan menarik data
penghasilan bulanan, menghitung pajak
sesuai  ketentuan, dan  memotong
langsung sebelum gaji ditransfer ke
rekening pegawai.

P14

Apakah ada bagian dalam proses
penggajian  yang  masih  dilakukan
manual?

Hampir semua proses sudah otomatis.
Tapi untuk verifikasi akhir tetap
dilakukan secara manual untuk

P15
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memastikan tidak ada kesalahan data
sebelum bayaran dilakukan.

Apa saja prosedur yang diterapkan untuk
memastikan keakuratan data dalam sistem

penggajian?

Ada beberapa prosedur yang diterapkan
untuk memastikan data dalam sistem
penggajian akurat. Pertama ada validasi
data pegawai yang diperiksa secara rutin
oleh bagian keuangan dan bagian
kepegawaian. Kedua yaitu dengan
dokumentasi dan verifikasi dokumen
pendukung. Selanjutnya karena sistem
penggajian sudah otomatis, sebelum data
dieksekusi, kami tetap melakukan
pemeriksaan manual. Yang ketiga, setiap
bulan atau triwulan, kami melakukan
rekonsiliasi antara data sistem penggajian
dengan laporan absensi dan data manual
untuk memastikan tidak ada perbedaan
data yang signifikan. Dinas juga secara
rutin diaudit oleh inspektorat daerah.
Kami juga memiliki mekanisme audit
internal untuk mengevaluasi keakuratan
data penggajian dan semua perubahan
data atau proses penggajian harus
mendapatkan persetujuan dari atasan,
termasuk kepala dinas. Ini menjadi salah
satu  mekanisme pengawasan  yang
penting.

P16

Aspek pengendalian
internal (Prosedur
untuk Memastikan
Keakuratan Data)

Bagaimana pemisahan tugas diterapkan
dalam proses penggajian?

Pemisahan tugas memang sangat penting
dalam proses penggajian untuk menjaga
akurasi dan integritas data. Di Disdagin ini
tugasnya dibagi menjadi beberapa tahap
dan dikelola oleh bagian yang berbeda
juga. Tetapi untuk pembuatan daftar gaji
dan yang mengelola itu masih

saya juga yang handle jadi belum

P17

Pemisahan Tugas
dalam Proses
Penggajian
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terpisah. Meskipun demikian prosesnya
tetap sesuai dengan prinsip pengendalian
internal melalui beberapa langkah yaitu
menggunakan proses verifikasi berlapis,
di mana setelah saya menyusun daftar
gaji, dokumen tersebut saya ajukan ke ka
sub bagian kepegawaian untuk
pemeriksaan lebih lanjut. Saya juga
berkoordinasi dengan bagian
kepegawaian untuk memastikan data
yang digunakan dalam perhitungan gaji
sudah benar dan terkini.

Apakah ada langkah khusus untuk
mengatasi potensi risiko yang timbul
karena rangkap tugas ini?

Ya, untuk mengurangi potensi risiko,
kami memprioritaskan transparansi dalam
setiap tahap. Setiap dokumen penggajian
yang saya buat, selalu diperiksa oleh
bagian lain, dan saya pm’kan semua
potongan dan tunjangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami
juga terus berusaha untuk memperbaiki
koordinasi antar bagian agar lebih lancar
dan mengurangi beban pekerjaan yang
berlebihan di satu pihak.

P18

Langkah untuk
Mengatasi Potensi
Resiko

Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai
tahap-tahap tersebut mbak?

Pertama, bagian kepegawaian bertugas
mengelola data dasar pegawai, termasuk
informasi jabatan, gaji pokok, dan
tunjangan. Mereka memastikan data ini
diperbarui  sesuai perubahan seperti
promosi  atau  perpindahan  serta
bertanggung jawab memantau dan
mengelola  data  kehadiran pegawai
melalui sistem absen face id. Data
kemudian diserahkan ke saya untuk
penghitungan gaji. Kemudian saya selaku
bendahara juga bertugas menghitung gaji

P19
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berdasarkan data yang saya terima.

Apa langkah-langkah yang diambil untuk
mencegah dan mendeteksi kecurangan
dalam sistem penggajian?

Untuk  mencegah dan  mendeteksi
kecurangan itu ada semacam password
dan userngepe sehingga sistem aksesnya
ketat. Ini untuk memastikan hanya pihak
yang berwenang dapat mengakses data
penggajian.

P20

Langkah untuk
Mendeteksi
Kecurangan

a saja kontrol akses yang diterapkan?

Setiap pengguna memiliki hak akses yang
sesuai dengan tugasnya. Misalnya, bagian
kepegawaian hanya bisa mengelola data
pegawai, sedangkan bagian keuangan
menangani perhitungan gaji tanpa dapat
mengubah data personal. Selain itu,
autentikasi dua faktor juga diterapkan
untuk tingkat akses yang lebih sensitif.

P21

Bisa dijelaskan lebih rinci mengenai
pengelompokan akses tersebut?

Jadi, bagian kepegawaian hanya dapat
mengakses data personal pegawai dan
melakukan pembaruan informasi seperti
kenaikan  pangkat atau  perubahan
tunjangan.  Sementara itu, bagaian
keuangan  memiliki  akses  untuk
melakukan penghitungan gaji, potongan,
dan tunjangan, tetapi tidak dapat
mengubah data personal pegawai.

Untuk kepala bagian keuangan, dia
memiliki akses untuk memverifikasi dan
menyetujui penghitungan gaji  sebelum
pembayaran dilakukan. Selain itu, akses
ke sistem bagian IT hanya terbatas pada
pemeliharaan  teknis  tanpa  dapat
mengubah data penggajian.

P22

Pengelompokan
terkait Kontrol Akses
Pegawai

Apakah ada langkah tambahan untuk
menjaga keamanan akses?

Ya, setiap pengguna sistem diwajibkan

P23

Langkah Tambahan
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login dengan username dan password.
Selain itu, juga dengan autentikasi dua
faktor untuk akses tingkat lanjut, seperti
persetujuan pembayaran.

untuk Menjaga
Keamanan Akses

Apakah sistem penggajian di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kulon
Progo saat ini dianggap memadai dalam
mendukung operasional dinas?

Secara umum, sistem penggajian yang
gunakan saat ini cukup memadai dalam
mendukung operasional dinas. Sistem ini
sangat membantu  mengelola data
penggajian jadi lebih cepat, akurat, dan
efisien dibandingkan metode manual.

P24

Efektivitas sistem
penggajian

Apa saja  keunggulan utama sistem
penggajian ini?

Salah satu keunggulannya adalah integrasi
data kepegawaian, absensi, dan
penghitungan gaji dalam satu platform.
Dengan ini, proses penggajian menjadi
lebih efisien dan transparan. Selain itu,
otomatisasi dalam perhitungan pajak,
tunjangan, dan potongan sehingga
mengurangi risiko kesalahan manusia.

P25

Keunggulan SIA
Penggajian

Apakah ada kendala yang masih dihadapi
dalam penggunaan sistem penggajian?

Kendala  utamanya  adalah  pada
pemeliharaan dan pembaruan sistem.
Terkadang, sistem membutuhkan
penyesuaian  ketika ada  perubahan
kebijakan, seperti peraturan pajak baru
atau tunjangan tambahan. Selain itu juga
perlu memastikan semua pegawal yang
terlibat dalam pengelolaan data memiliki
pemahaman  yang  cukup  tentang
penggunaan sistem.

P26

Kendala dalam
Penggunaan SIA
Penggajian

Apakah ada kasus kesalahan atau masalah
vang signifikan terkait penggajian dalam
beberapa tahun terakhir?

Dalam beberapa tahun terakhir, memang

P27

Kesalahan atau
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ada beberapa kasus kesalahan, meskipun
tidak signifikan. Kesalahan yang paling
umum terjadi adalah perhitungan gaji
yang tidak sesuai akibat data kehadiran
yang tidak terbarui. Namun, masalah ini
dapat  segera  diselesaikan  setelah
dilakukan verifikasi ulang.

Masalah terkait
Penggajian

Apa yang biasanya menjadi penyebab
kesalahan tersebut?

Sebagian besar kesalahan disebabkan
oleh kelalaian dalam memperbarui data,
seperti perubahan jam kerja, cuti, atau
lembur yang belum tercatat dengan benar
di sistem. Selain itu, ada juga kasus di
mana sistem mengalami gangguan teknis,
seperti keterlambatan sinkronisasi data
absensi.

P28

Penyebab Kesalahan
atau Masalah

Apakah pernah ada masalah yang lebih
besar, misalnya terkait pembayaran gaji?

Pernah terjadi keterlambatan pembayaran
gaji pada satu periode karena adanya
gangguan pada sistem transfer bank. Tapi
masalah ini bukan sepenuhnya dari sisi
instansi, melainkan karena kendala
eksternal. Kami segera
mengkomunikasikan hal ini kepada para
pegawai dan memastikan gaji dibayarkan
secepat  mungkin  setelah  masalah
terselesaikan.

P29

Masalah terkait
Pembayaran Gaji

Menurut mbak tata, apa yang perlu
ditingkatkan dalam sistem penggajian ini?

Saya rasa ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan. Pertama, transparansi dalam
proses perhitungan gaji. Saat ini, beberapa
pegawal merasa kurang memahami
bagaimana komponen gaji mereka
dihitung, terutama untuk tunjangan dan
potongan. Kedua, akurasi data. Sistem
SIPD harus memastikan

bahwa data kehadiran, jam kerja, dan

P30

Harapan dan
Rekomendasi
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komponen lainnya selalu sinkron dan
tidak ada kesalahan input yang dapat
memengaruhi jumlah gaji yang diterima.
Ketiga, kemudahan akses. Mungkin perlu
adanya aplikasi atau portal yang lebih
user-friendly — agar  pegawai  dapat
memantau detail gaji mereka kapan saja.

Apakah  ada  saran  lain  terkait
implementasi sistem ini?

Mungkin dengan pelatihan untuk pegawai
terkait penggunaan SIPD. Dengan adanya
pelatihan ini tidak hanya memahami
sistem, tetapi juga bisa memberikan
umpan balik untuk pengembangan lebih
lanjut. Selain itu, komunikasi antara
bagian keuangan dan pegawai juga harus
lebih aktif, terutama jika ada perubahan
kebijakan  yang  berdampak  pada

penggajian.

P31

Saran untuk

Implementasi Sistem

SIPD. RI

Baik mbak terimakasih banyak atas
kesediaan dan waktunya yang diberikan
untuk melakukan wawancara pada hari
ini. Saya cukupkan sekian tetapi jika ada
informasi tambahan yang saya perlukan,
apakah boleh saya tanyakan kembali
kepada Ibu?

Boleh sekali, silahkan dek langsung
hubungi saya saja.

P32

Baik terimakasih ~ banyak mbak,
Wassalamualaikum Wr. Wh.

Waalaikumsalam Wr. Wh

P33




Lampiran 8 List Informan

TABEL CODING /LIST INFORMAN

116

Coding Subjek Hari/Tanggal Waktu Tempat
Su
A Kepala Sub Selasa, 09.18 - 09.35 Dinas
Bagi WIB Perd
agtan 21 Januari 2025 o asangan
Perencanaan dan Kabupaten
Keuangan Kulon Progo
B Kepala Sub Senin, 13.22-13.41 Dinas
Bagian U Perd
aglan VImum | Januari 2025 WIB eragangan
dan Kepegawaian Kabupaten
Kulon Progo
P Bendahara Rabu, 10.07 - 10.31 Dinas
P 1 WIB Perdagangan
CnECuaan | 48 Desember 2024 sane
Kabupaten
Kulon Progo
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Dokumentasi dengan Bendahara Pengeluaran
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Dokumentasi Dokumen yang Digunakan dalam Proses Penggajian

PENERMTAN RABUPATEN KLOW PRGSO
DiNAS FERDAGANGAN AN PERIROUSTRIAN

LT PERMTATAN TARGGING SAAD ML (35180
e b

-

o Convono o130
-

Surat Pertanggung Jawaban

Mutlak (SPTIM)

SPTIM berfungsi untuk
memastikan bahwa proses
[Eanggajian di instansi pemerintah
dilakukan dengan benar, sesuai
dengan peraturan yang berlaku,
dan dapat
dipertanggungjawabkan. Ini juga
menciptakan sistem pengendalian
yang transparan dan mengurangi
potensi terjadinya
penyalahgunaan kewenangan.

Surat Pernyataan Verifikasi SPP
Surat ini memiliki peran yang
sangat penting dalam memastikan
bahwa setiap pengeluaran instansi
pemerintah sesuai dengan
anggaran yang disetujui,
mematuhi peraturan yang berlaku,
dan dilakukan dengan penuh
akuntabilitas. Hal ini mendukung
terciptanya pengelolaan keuangan
negara yang lebih  efisien,
transparan, dan bebas dari
penyalahgunaan.
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at Pernyataan Pengajuan

SPP - LS

SPP-LS digunakan untuk
memastikan  bahwa  pengajuan
pembayaran langsung dilakukan
dengan benar, sah, dan sesuai
peraturan yang berlaku. Selain itu,
surat ini membantu meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, efisiensi,
dan pengendalian internal dalam
pengelolaan keuangan pemerintah,
serta mengurangi risiko
penyalahgunaan anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS)

Dokumen yang digunakan dalam
instansi pemerintah untuk
melakukan pembayaran langsung
terhadap kewajiban yang terkait
dengan  pengeluaran  keuangan.
SPP-LS digunakan untuk
mengajukan pembayaran kepada
bendahara atau  pihak  yang
berwenang, tanpa melalui
mekanisme atau prosedur
pembayaran lainnya yang lebih

panjang.
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